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ABSTRAK 
Pada pembangunan gedung sering terlepas dari perhatian adalah bagaimana liku-
liku negosiasi transaksi komersil, kontrak, dan pengaturan kerjasama antara peserta 
dengan pemil ik proyek, sedangkan hal tersebut sam a pentingnya untuk memungkinkan 
semua itu teTjadi. Dalam penyelenggaraan proyek, kesepakatan yang dicapai dari hasil 
perundingan dan negosiasi di atas, dinyatakan dan dituangkan dalam suatu dokumen 
kontrak.Tetapi selama ini masih sering terjadi perselisihan antara pihak owner dan 
pihak kontralctor. Semua itu dikarenakan adanya kek'11Illllg jelasan dalam pasal-pasal 
yang mcngatur tentang resiko-resiko yang kemungkinan bisa teJjadi dalam jangka 
waktu pengeTjaan proyek tersebut. 
Dalam Tugas Akh1r ini dibahas mengenai identifikasi resiko kontrak, dalam hal 
im akan diketahui resiko-resiko apa saja yang sudah tercantum dalam kontrak proyek 
yang d!tinjau. Data yang dibutuhkan hanya berasal dari proyek yang ditinjau sedangkan 
untuk pcngolahan data adalah dengan mengidentifikasi resiko yang didapatkan dari 
studi hteratur seperti buku, peraturan-peraturan kemudian dilak-ukan analisa dengan 
membandingkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam kontrak. 
Dan penehuan yang d1lakukan didapatkan basil yang menunjukkan bahwa dari 
113 Item res1ko yang telah diidcntifikasi hanya 54 item resiko yang telah diatur dalam 
kontrak sehingga masih ada 59 item resiko yang belurn diatur dalam kontrak. 
Sedangkan 54 item resiko yang telah diatur dalam kontrak proyek yang ditinjau mas1h 
ada 8 item resiko yang bel urn meogatur tentang pihak penanggung resiko apabila terjadi 
resiko. 
Kata kunci : JdentiflkasJ res1ko, kontrak, proyek, analisa deskriptif 
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1.1 Latar Belak.ang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Pembangunan di Indonesia sekarang mulai bergairah kembali, semua itu 
dikarenakan mulai membaik:nya perekonomian di negara ini. Bila kita melihat basil 
proyek berupa bangunan gedung pencakar langit atau instalasi industri yang besar, 
tanggapan pertama akan mengarah kepada bayangan kecanggihan tek:nologi yang 
digunakan, arsitek yang merancang, keterampilan kontraktor yang membangun, atau 
jumlah dana yang terpakai. Namun yang sering terlepas dari perhatian adalah bagaimana 
lik:u-liku negosiasi transaksi komersil, kontrak, dan pengaturan ketjasama antara peserta, 
sedangkan hal tersebut sarna pentingnya untuk memungkinkan sernua itu tetjadi. Dalam 
penyelenggaraan proyek, kesepakatan yang dicapai dari basil perundingan dan negosiasi 
diatas, dinyatakan dan dituangkan dalam suatu dokumen kontrak. 
Kontrak dalam peketjaan konstruk.si merupakan elemen yang paling penting 
dalam suatu proses ketjasama antata berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari 
persetujuan yang telah disepakati. Tahap awal yang harus dipahami adalah dasar-dasar 
pengertian kontrak serta konsep konstruksi. Disini kriteria, spesifikasi dan serangkaian 
harapan, dirumuskan dan dijabarkan, yang selanjutnya akan mengikat para penanda 
tangan kontrak. 
Oleh karena itu dalarn suatu proyek selalu dibuat dokumen kontrak yang 
digunakan sebagai acuan bagi kontraktor maupun bagi owner untuk melaksanakan 
proyek tersebut Dalam dokumen kontrak tersebut telah disepakati tentang hak dan 
kewajiban owner sebagai pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Pihak owner 
rnaupun kontraktor harus memahami tentang berbagai macam kontrak tersebut, dengan 
demikian mereka mampu membuat dan melaksanakan kontrak tersebut dengan baik dan 
benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 
Tetapi selama ini rnasih sering tetjadi perselisihan antara pihak owner dengan 
pihak kontraktor. Semua itu dikarenakan adanya kekurangjelasan dalam pasal-pasal yang 
mengatur tentang resiko-resiko yang kemungkinan bisa tetjadi dalam jangka waktu 
pengeljaan proyek tersebut. Pada dasamya setiap kontrak harus bersifat wajar (fair) 
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terhadap kedua belah pihak, dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan scp1hak 
dengan cara merugikan pihak lain. 
Disampmg Itu, untuk kontrak pemboronganlkonstruksi, maka banyak resiko yang 
mungkin menghadang ditengab jalan. Jadi tidak selamanya pelaksanaan kontrak tersebut 
mulus-mulus saja. Benitik tolak dari pemikiran babwa akan banyak dijumpai 
permasalaban persoalan dan kesulitan dalam proses pelaksanaan proyek, yang berarti 
akan mcmpeninggi resiko, maka dalam suatu kontrak yang baik, akan dilengkapi dengan 
mekanisme yang efektif. Pada tugas akhir ini penulis mengambil contoh dokumcn 
kontrak pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Wilayab Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Bagian Timur I - Surabaya - Jatim. 
1.2 Rumusnn Masalab 
Pcrmasalahan yang terjadi adalab apakab suatu dokumen kontrak konstruksi 
tersebut sudah tertulis pasal-pasal tentang penanganan dan pembagian (share) resiko-
resiko yang kemungkinan dapat terjadi pada proses pelaksanaan proyek. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam tugc.s akhir ini adalab mengidentiflkasi dokumen kontrak 
tersebut, apakah dalam kontrak sudab tertulis pasal-pasal yang mengatur tentang rcsiko-
resiko yang kcmungkman dapat terjadi pada masa proses pelaksanaan proyek, yang 
dapat merugikan kedua belah pihak baik owner maupun kontraktor. Sclam itu j uga 
diidentifikasi pihak-p1hak yang akan menanggung resiko apabila terjadi resiko. 
1.4 Lingkup dan Batasao Pembabasan 
Batasan Pembahasan digunakan uotuk memfokuskan studi kasus pada 
permasalahan pokok agar pembabasan terhadap masalah tidak menyimpang atau mcluas 
dari topic yang akan dibahas. Adapun batasan pembabasan penelitian tugas akhir ini 
adalab: 
I. Mcnganalisa dan mengidentifikasi dokumen kontrak kerja pada Proyek 
Pembangunan Gcdung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur 
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I - Surabaya - Jatim yaitu kontrak antara pihak Departemen Keuangan RJ sebagai 
Owner dengan pihak PT. PP (Persero) sebagai kontraktor pelaksana 
2. D::lam menganali~ dokumen kontrak kerja ini akan mengacu pada standart kontrak 
kerja yang digunakan dalam proyek tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum. 
3. Peraturan-peraturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 
no. IS/ 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintab RJ no.2812000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah no.29/2000 
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keppres no.S0/2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang!Jasa Pemerintab. 
4. Dalam penelitian ini tidak dilakukan survey lapangan, wawancara maupun 
observasi tetapi hanya studi literatur. 
1.5 Manfaat dan Kontribusi 
Pcnelitian ini merupakan studi literatur untuk mengidentifikasi resiko-resiko 
yang belum tercantum dalam dokumen kontrak schingga mungkin dapat memperkuat 
suatu dokumen kontrak yang telah sering digunakan selama ini. 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui resiko-resiko kontrak yang 
belum tercantum dalam dokumen kontrak pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor 
Wilayah Dircktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I. Sehingga nantinya dapat 
membawa manfaat ba1k bagi owner maupun kontraktor dalam pelaksanaan suatu proyek. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang apakah suatu dol.:umen kontrak 
konstruksi tersebut ~udah tertuhs pasal-pasal tentang resiko-resiko yang kemungkinan 
dapat terjadi pada proses pelaksanaan proyek tersebut dan siapakah yang menanggung 
akibat resiko-resiko tersebut. Dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian 
yaitu bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. 
Pada bagian pembuka terdapat abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabcl, 
dan dal1ar lampiran. Pada abstraks menggambarkan secara singkat dan jelas tentang 
semua penelitian ini, dijelaskan secara mmun mulai awal hingga akhir penelitian. 
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Schingga dari abstrak tcrsebut pembaca dapat mcmahami alur dari penclitian 1m 
sebelum membaca secara keseluruhan tentang penelitian ini. 
Bagian 1si menJelaskan tentang bab-bab yang disusun sesuai dengan kelompok 
bahasan. Bab I, Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang 
dari adanya penelitian ini, kemudian disebutkan pula apa permasalahan dan tujuan dari 
penclitian ini. Selain itu perlu juga adanya suatu penjelasan kontribusi dari penelitian 
ini. Bab ll, TinJauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka berisi tentang subyek dan obyek 
penelitian ini . Bab ill, Metode Penelitian. Berisi tentang jenis penelitian yang 
digunakan dalam penyusunan Japoran penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan jenis dan 
pengumpulan data yang didapatkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 
yang berasal dari proyek yang ditinjau yaitu dokumen kontrak Proyek Pembangunan 
Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I. Bagan alir 
pelaksanaan penelitian disajikan juga dalam bab ini. Bab IV, Hasil dan Pcmbahasan. 
Pada bab ini mcnyajikan hasil olahan dari penelitian yang dilakukan. Dari data yang 
diperolch dapat diketahui rcsiko-resiko yang sudah tercantum dalam kontrak dan rcsiko-
resiko yang belum tercantwn dalam kontrak yang ditinjau. Setelah itu rcsiko-rcsiko 
yang telah tercantum dalam kontrak dapat diketahui ditanggung oleh pihak siapa, 
apakah oleh pihak owner atau pihak kontrak-tor pelaksana. Bab V, Kesimpulan dan 
Saran. Disini dijelaskan tentang kesimpulan hasil dari penelitian, yang kemudian 
diberikan juga saran atas kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. 
Bagian akh1r adalah bagian penutup yang berisi daftar pustaka dan lampiran. 
Daftar pustaka merupakan daftar petunjuk kumpulan buku-buku, artikcl dan Jam-lain , 
yang mcndukung penyusunan laporan penelitian ini. Dalam daftar pustaka berisi 
pengarang buku, judul buku tersebut, tahun penerbitan, nama perusahaan dan lokasi 
buku tcrsebut diterbitkan, yang mcnduk-ung penyusunan Japoran penelitian ini. Sehingga 
pembaca b1sa dengan mudah mendapatkan buku yang dimaksud dalam daftar pustaka 
tersebut. Pada lampiran berisi hal-hal yang mendukung penyusunan penelitian ini, 
misalnya dalam penelitian ini berupa kontrak dan addendwn kontrak Proyck 
Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Ba!,>ian Timur I. 
- Tl JA~ANPUSTXKA 




Kontrak dalam pekerjaan konstruksi merupakan elemen yang paling penting 
dalam suatu proses kerja sama antara berbagai pihak untuk mewujudkan tujuan dari 
persetujuan yang telah disepakati. Dasar pengertian mengenai kontrak mencakup hal-hal 
yang berkaitan dengan proses pembentukan kontrak, proses dan prosedur pelaksanaan 
kontrak, pelanggaran kontrak analisis kerugian akibat pelanggaran kontrak, serta 
hubungan kontraktual dalam konteks kontrak pekerjaan konstruksi.(Wulfram, 2002) 
Menurut Keppres Rl no. 80 tahun 2003, kontrak adalah perikatan antara 
pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa. Kontrak atau perjanjian adalah merupakan bagian dari Hukum Perdata, 
oleh karena itu ketentuan-ketentuan mengenai Kontrak/Perjanjian diatur dalam kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, definisi perjanjian 
adalah sebagai berikut : 
"Suatu perbuatan dengan mana saw orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain at au lebih " 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah perikatan antara 
pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Pemborongan 
Pelaksanaan Konstru.ksi antara pemilik proyek dan kontraktor, maka kontraktor terikat 
untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sedangkan pemilik terikat untuk 
membayar basil pekerjaan kontraktor. (PT. PP (Persero), 2003) 
2.2 Pembentukan Kontrak 
Kontrak dapat terbentuk manakala ada dua pihak. atau lebih telah saling 
menyetujui untuk mengadakan suatu transaksi. Transaksi tersebut umumnya berupa 
kesanggupan oleh suatu pihak. untuk melakukan sesuatu bagi pihak Jainnya dengan 
sejumlah imbalan (monetary value) yang telah disepakati. Namun demikian, tidak 
semua persetujuan dan transaksi akan dijabarkan dalam bentuk kontrak. Persetujuan 
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hanya dapat dilanjutkan dalam bentuk kontrak bila memenuhi dua aspek utama, yaitu 
saling menyetujui (mUiual consent) dan ada penawaran dan penerimaan (offer and 
acceptance). (Wulfram, 2002) 
Pembentukan kontrak dihasilkan dari interaksi pihak-pihak yang bersangkutan 
(pemilik-kontraktor atau pemilik-konsultan, dan lain-lain). lnteraksi ini terdiri dari 
proses yang panjang mulai dari pemilik mengadakan undangan prakualifikasi, 
menyusun dokumen lelang, lelang, peserta lelang membuat proposal, sampai negosiasi 
dengan caJon pemenang. Proses ini diakhiri dengan penandatanganan kontrak oleh 
pemenang dan pemilik. (Soeharto jilid II, 200 I) 
2.3 Pentingnya Administrasi Kontrak 
Administrasi kontrak atau pengelolaan kontrak atau manajemen kontrak adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk memantau dokumen kontrak agar "aturan main" seperti 
yang tertulis didalam dokumen tersebut diketahui, diikuti dan dilaksanakan dengan baik 
sebagaimana mestinya. Demikian pula, agar semua hak yang dipunyai dan yang dapat 
dipunyai bisa diperoleh serta sernua kewajiban yang harus dipenuhi dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. (PT. PP (Persero ), 2003) 
Administrasi kontrak yang baik dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-
kegiatan antara lain :(PT. PP (Persero), 2003) 
I. Membuat inventarisasi atau daftar periksa (check list) dari ketentuan-ketentuan 
yang ada didalam syarat-syarat peJjanjian dengan cara memisahkannya ke dalam 
atau menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan sifat atau jenis dari ketentuan 
itu (kelompok ketentuan umum yang menyebutkan penjelasan. persyaratan, 
larangan, tanggung jawab; kelompok ketentuan yang menyebutkan bak masing-
masing pihak; kelompok ketentuan yang menyebutkan kewajiban masing-
masing pihak. 
2. Melakukan pencatatan (recording) atas semua kejadian atau keadaan selam 
pelaksanaan kontrak (proper documentation). 
3. Mempersiapkan dat pendukung teknik maupun administrasi untuk dapat 
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Pasal-pasal beril..'11t ini perlu mendapat perhatian pada saat penyusunan kontrak 
sebelum ditandatangani, dalarn hal ini digolongkan sebagai pasal-pasal enting dalam 
kontrak, sebagai berikut: (PT. PP (Persero), 2003) 
I. Lingkup pekerjaan : berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk dalam 
kontrak 
2. jangka waktu pelaksanaan, menjelaskan tentang : 
a. total durasi pelaksanaan 
b. pentahapan (milestone), bila ada 
c. hak memperoleh perpanjangan waktu 
d. ganti rugi keterlambatan 
3. Harga borongan, menjelaskan : 
a. Nilai yang barus dibayarkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor untuk 
melaksanakan seluruh lingkup pekeljaan 
b. Sifat kontrak. lumps urn fv:ed price a tau unit price 
c. Biaya-biaya yang tennasuk dalam harga borongan 
4. Cara pembayaran, berisi ketentuan tentang: 
a Tahap pembayaran 
b. Cara pengukuran prestasi 
c. Jangka waktu pembayaran 
d. Jumlah pembayaran yang ditahan pada setiap tahap (retensi) 
e. Konsei..'"Uensi apbila teljadi keterlambatan pembayaran (misal denda) 
5. Pekeljaan tambah atau kurang, berisi : 
a. Definisi pekerjaan tambahlkurang 
b. Dasar pelaksanaan pekerjaan tambahllrurang (rnisal persetujuan yang 
diperlukan) 
c. Dampak pekerjaan tambahlkurang terhadap harga borongan 
d. Dampak pekerjaan tambablkurang terhadap waktu pelaksanaan 
e. Cara pembayaran pekerjaan tambahllrurang 
6. Pengakhiran perjanjian, berisi ketentuan tentang: 
a. Hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian 
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b. Hak untu.k mengakhiri perjanjian 
c. Konsekuensi dari pengakhiran perjanjian 
2.5 Klasifikasi Kontrak Konst ruksi 
Dilihat dari beberapa segi tenentu, maka kontrak konstruksi dapat diklasifikasi 
ke dalam beberapa go Iongan sebagai berikut: (Soedibyo, 1984) 
I) Dilihat dari Cara Penunjukannya, kontrak konstruksi dapat dibagi ke dalam : 
a) Kontrak Konstruksi Dalam Negeri, dan 
b) Kontrak Konstruksi lntemasioanal. 
Ataupun dapat juga dibagi ke dalam : 
a) Kontrak dengan Penunju.kan Langsung, dan 
b) Kontrak dengan Penunjukan secara Lelang. 
2) Dilihat dari segi Sumber Dananya, mak.a suatu kontrak konstruksi dapat dibagi ke 
dalam : 
a) Kontrak Konstruksi dengan Dana Perusahan/Istansi sendiri, 
b) Kontrak Konstruksi dengan Dana Pinjaman Dalam Negcri, 
c) Kontrak Konstruksi dengan APBN, 
d) Kontrak Konstruksi dengan APBD, 
e) Kontrak Konstruksi dengan Dana lnpres!Banpres, 
f) Kontrak Konstruksi dengan Biaya Pinjaman Luar Negeri. 
3) Dilihat dari segi Penyediaan Dana Tiap-tiap Tahun Anggaran, maka suatu kontrak 
konstruksi dapat dibagi ke dalam kategori-kategori sebagai berikut: 
a) Kontrak Konstruksi dalam Satu Tahun Anggaran, 
b) Kontrak Konstruksi lebih dari Satu Tahun Anggaran. 
4) Dilihat dari segi Pemberi Tugasnya, mak.a suatu kontrak konstruksi dapat dibagi-
bagi menjadi : 
a) Kontrak Konstruksi dari Perseorangan, 
b) Kontrak Konstruksi dari Swasta, 
c) Kontrak Konstruksi dari Pemerintah. 
5) Dilihat dari segi M.acam Pekerjaannya, maka suatu kontrak konstruksi dapat 
dibagi sebagai berikut : 
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a) Kontrak Pekerjaan Konstruksi, 
b) Kontrak Pengadaan Barang, 
c) Kontrak Pekerjaan Jasa. 
6) Dilihat dari segi Penunjukan Pihak Kontraktor, maka suatu kontrak konstruksi 
dapat dibagi kedalam kategori sebagai berikut : 
a) Kontrak dengan Tender (Competitive Bidding), yang biasanya merupakan 
kontrak dengan fixed price basis, yang terdiri dari : 
i. Kontrak dengan unit price, dan 
ii. Kontrak dengan harga lumpsum. 
b) Kontrak dengao Negosiasi antara owner dengan pemboroog, baik secara lump 
sum, unit price atau cost plus fee. 
7) Dilihat dari segi Pembayaran Kepada Kontraktor, pada prinsipnya suatu kontrak 
konstruksi dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar, yaitu : 
a) Lump-sum Contract 
b) Cost-reimburseable Contract 
c) Unit-Price Contract 
2.6 Macam Kontrak 
Meskipun terdapat bermacam-macam beotuk kontrak, akan tetapi disarankan 
lebih baik mengikuti model bentuk kontrak standar deogan kondisi umum yang sudah 
dikeoal dapat berlangsung dengan baik. Beberapa macam kootrak yang dikenal dan 
lazim digunakan adalah : (Dipohusodo, 1996) 
I) Kontrak Pekerjaan Lurnpsum 
Kontrak lumpsum merupakan pelaksanaao pekerjaan sebagaimana 
uraian dan spesifikasi teknis uotuk setiap kegiatan dalam dokumen perencanaan. 
Kompensasi pembayaran diberikan sesuai dengan penawaran harga keseluruhan 
yang disetujui sebelum pekerjaan dimulai. Istilah lokal yang digunakan untuk 
menyebut kontrak lumpsum adalah kontrak borongan, oleh katenanya kontraktor 
pembangun disebut sebagai pemborong. Pelaksanaan kontrak lumpsum perlu 
didukung dengan uraian dan spesifikasi teknis se!engkapnya untuk keseluruhan 
pekerjaan agar dapat disusun estimasi volume dan penawaran biayanya. 
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2) Kontrak Harga Satuan Pos Pekeljaan 
Pada cara pendekatan kontrak ini, pemilik menjabarkan sejelas-jelasnya 
mengenai lingkup setiap pos pekeljaan. Sering dengan disertai estimasi volume 
masing-masing pos pekeljaan alau dapat juga tanpa mencantumkannya, 
kemudian dimintakan penawaran barga satuannya. Pembayaran dilakukan sesua1 
dengan pembiayaan individual setiap pos berdasarkan pada kuantitas (volume) 
prestasi pelaksanaan aktual. Minimal biasanya kontraktor akan menuntut volume 
pekeljaan yang tepat karena biaya operasinya dikaitkan langsung dengan 
penerimaannya. 
3) Kontrak Biaya Aktual ditambah Keuntungan 
Pada kontrak cara ini, kontraktor menerirna pembayaran sebagai 
pengganti biaya yang dibelanjakannya dengan dilambah biaya umum overhead 
dan keuntungan, baik berupa jumlah pasti atau persentase dari biaya aktual. 
4) Kontrak Pengadaan Tenaga Keija 
Pemberi tugas menyediakn semua fasilitas lapangan, perlengkapan, 
peralatan, m:llerial, dan pelayanan sesuaiuntuk masing-masing rencana kelja. 
Sedangkan kontraktor pengerah pekelja, yang di Indonesia dikenal dengan 
sebutan mandor, mengerahkan kelompok-kelompok kerja yang diperlukan. 
Pengupaban disepakati dengan pengerah tenaga kerja dalam bentuk pengukuran 
prestasikelja hari-orang alau jam-orang, yang kemudian ia akan membayarkan 
kepada para pekerja pada harga yang lebih rendah. 
5) Kontrak Pengukuran Ulang 
Pemilik menyodorkan daftar estimasi volume seluruh pekeljaan. Apabila 
kontrak dimenangkan dalam suatu pelelangan yang berdasarkan sistem ini, pada 
pekerjaan aktualnya akan diukur ulang volumenya dan dibayar dengan barga 
kutipan yang sesuai denan penawarannya. 
6) Kontrak Campuran 
Merupakan upaya pengembangan dengan mempertimbangkan kombinasi 
cara dari tipe yang berbeda, dimana kompensasi pembayarannya juga 
dikombinasikan dalarn satu kontrak. Dikombinasikan antara pembayaran dengan 
tipe harga lumps urn untuk suatu pelayanan pekerjaan, dan pembayaran yang Jain 
untuk pelayanan atau pasokan yang berbeda pula. 
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7) Kontrak Turnkey 
Merupakan ikatan kontrak untuk keseluruhan paket pekcJjaan sejak dari 
per.yusunan konseo dan studi kelayakan, perencanaan, konstruksi, pengadaan, 
sampai menghasilkan keluaran-keluaran produk yang tcJjamin bail<. Biasanya 
pembayarn untuk kontrak turnkey adalah lumpsum, tetapi terbagi menjadi 
beberapa komponen kontrak untuk mengatur tabap-tahap pembayarannya. 
2. 7 Kontrak Lumpsum pad a Proyek Pemerintah 
Di Indonesia, pelaksanaan konstruksi proyek-proyek pemerintab diatur dengan 
peraturan yang menetapkan keharusan menggunalCan kontrak lumpsum, atau lazim 
disebut kontrak borongan. Dipilihnya kontrak lumpsum antara lain karena memberikan 
nilai proyek yang lebih pasti terutama dikaitkan dengan komitmen dan pengendalian 
pembelanjaan. Dengan sendirinya pihak pemerintah sangat menaruh perhatian akan 
pengendalian anggaran belanja. Sehingga seanda.inya tersedia peluang untuk mengikat 
kontrak secara lebih dini dalam rangka mengejar wal'ttl pelaksanaan sekalipun, 
peraturan tidak akan mengijinkartnya sama sekali sebelum renca.na anggaran belanja 
tersedia dan disetujui. Sudah barang tentu dengan cara demikian pihak pemerintah 
menghendaki agar pelaksanaan pengadaan dapat berlangsung secara tertib, sangkil, 
mangkus, terencana, dan yang lebih penting terkendali dengan tidak mengakibatkan 
masalah dalam kondisi keterbatasan anggaran. (Dipohusodo, 1996) 
2.8 Manajemeo Resiko 
Resiko dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau. peluang yang kemungkinan 
teJjadi dan berdampak pada pencapaian sasaran. Manajemen resiko adalah bagaimana 
kita mengidentifikasi resiko. Uotuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan 
kerugian yang ditimbulkan oleh resiko, kita dapat melakukan empat cara: 
(www.danamas.com) 
I. Menghindari resiko 
Menghindari resiko merupakan cara yang palingjelas dan mudah. 
12 
2. Mengontrol res1ko 
Kita dapat mengomro1 resiko dengan cara pencegahan. 
3. Menerima resiko 
Menerima resiko berarti menerima semua tanggung jawab finansial pada 
resiko tersebut. 
4. Mentransfer resiko 
Ketika seseorang mentransfer atau mengalihkan resiko ke pibak lain, orang 
itu mengalihkan tanggung jawab finansialnya untuk suatu resiko kepada 
pihak lain dengan membayar jasa tersebut, biasanya dengan cara membeli 
asuransi. 
Sedangkan menurut buku Referensi Untuk Kontraktor Bangunan Gedung dan 
Sipil oleh PT. PP (Persero) 2003, manajemen resiko adalah prosedur atau sistem yang 
ditujukan untuk mengelola secara efektif suatu potensial opportunities dan efeknya. 
Manajemen resiko juga berarti sistem pengelolaan resiko yang digunakan di dalam 
organisasi, atau perusahaan, yang pada dasamya merupakan suatu proses atau rangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara menerus (c.ontinue), untuk mengendalikan kemungkinan 
timbulnya resiko yang membawa konsekuensi merugikan organisasi, atau perusahaan 
yang bersangkutan. (Mega Konstruksi. lnsinyur no. 3 Vol.X:Xlll/200 I) 
Adapun tahapan dan proses yang terjadi (menurut standart Australia ASINZS 
4 360: 1999) adalah sebagai berikut: 
a. Menetapkan konteks (establish the context) 
b. Mengidentifikasi resiko (identify risks) 
c. Menganalisis resiko (analyse risks) 
d. Mengevaluasi resiko (evaluate risks) 
e. Menanggulangi resiko (treat risks) 
Kegunaan Manajemen Resiko dalam tabap proses tender antara lain: 
a) Mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi mengacu kepada pengalaman 
sebelumnya 
b) Membuat rencana penanggulangan bila resiko yang di identifikasi tersebut benar-
benar terjadi 
c) Menghitung efek biaya yang perlu dimasukkan dalam harga tender 
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d) Membcri pctunjuk kepada tim proyek yang ak:an melak:sanak:an tugasnya untuk 
membuat perencanaan terhadap penanggulangan resiko 
Gambar 2.8.a Risk m&nagement Identification 
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Dari kedua gambar diatas (gambar 2.8.a dan 2.8.b) dapat diketahui konfigurasi 
manajemen resiko yang terbagi menjadi dua, yaitu: (Wideman, 1992) 
l. Risk Identification, yang dibagi menjadi: 
a) External Unpredictable 
b) External Predictable 
c) Internal Non-technical 
d) Technical 
e) Legal 
2. Risk Mitigation, yang dibagi menjadi: 
a) Risk Assessment 
b) Risk Response, terbagi menjadi : 
1. System Standars 
2. Insurance 
3. Planning Alternative 
c) Risk Documentation 
2.9 Resiko Kontrak dan Perlindungan Terhadap Resiko 
Seperti diketahui, resiko dapat dikelompokkan menjadi resiko usaha (busines 
risk) atau dinarnakan juga speculauve risk dan resiko murni. Yang dimaksud dengan 
resiko proyek adalah resiko murni yang secara potensial dapat mendatangkan kerugian 
dalarn upaya mencapai sasaran proyek. (PT. PP (Persero), 2003) Untuk suaru kontrak 
pemboronganlkonstruksi, maka banyak resiko yang mungkin menghadang ditengah 
jalan. Untuk resiko-resiko dalam kontrak pemborongan tersebut hal yang harus segera 
dilakukan adalah : (Fuady, 1998) 
a. Identifikasi resiko. 
b. Analisis resiko. 
c. Respon yang cepat terhadap resiko tersebut 
Beberapa altematif WJtuk mengarur dan mencegah dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : (Fuady, 1998) 
I) Resiko ditransfer ke pihak Jain dalarn kontrak. Tentu hal ini dapat dilakukan 
dengan premium tertentu. 
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2) Resiko dapat diterima asal tidak berat sebelah. 
3) Resiko dapat d1hindari oleh kedua belah pihak. Misalnya menghindari sedapat 
mungkin penggunaan material atau peralatan yang berpotensi mengundang 
bahaya. 
4) Resiko dapat dialihkan apada pihak ketiga dengan premium tenentu. Misalnya 
dengan menggunakan garansi atau asuransi. 
Bobot resiko proyek tergantung kepada tahap-tahap sepanjang siklus proyek. 
Pemilihan waktu yang paling tepat untuk memperhatikan bobot resiko proyek adalah 
pada masa awal siklus proyek, karena disiniJah dimensi resiko yang paling besar dan 
dapat berdampak panjang pada kelanjutan siklus proyek, sepeni terlihat pada gambar 
2.9. (Soehano, jilid II, 200 I) 









Peluang dan Resiko 
lmplementasi 
A ke C potensi te~adinya resiko berumbah be$ar 
A ke B bobot (amoum at stake) resiko benambah be$ar 
Siklus proyek 
Tenninasi 
Dari gambar diatas terlihat bahwa potensi terjadinya resiko pada tahap 
konseptual dan PP!Definisi adalah tinggi dan menurun pada tahap-tahapimplementasi 
dan terminasi. Tetapi perlu dingat bahwajwnlah pengeluaran pada tahap implementasi 
adalah lebih tinggi dibanding tahap sebelwnnya, sehingga dampak resiko akan cukup 
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besar pula. Atau bisa dil..'atakan, pada tahap 1m bobot (amount at stake) resiko 
benambah besar. 
2.10 Idcntifikasi dan Klasifikasi Resiko 
ldentifikasi resiko adalah suatu proses pengkajian resiko dan ketidakpastian 
yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Agar resiko dapat dikelola secara 
efektif maka langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis resiko, yaitu mana yang 
bersifat resiko usaha (bustnes risk) dan mana yang bersifat resiko mumi.resiko proyek 
diklasifikasikan sebagai resiko murni, kemudian diidentifikasi berdasarkan potensi 
surnber resiko atau dapat pula berd3sarkan dampak terhadap sasaran proyek. 
Pendekatan yang digunakan dalam melakukan identifikasi resiko ini adalah dengan 
cause and effect, yaitu dengan menganalisis apa yang akan terjadi dan potensi akibat 
yang akan ditimbulkan .. (PT. PP (Persero), 2003) 
Sumber resiko dapat diartikan sebagai faktor yang dapat menimbulkan kejadian 
yang bersifat negatif atau positif. Berikut ini beberapa sumber resiko dari suatu proyek : 
(PT. PP (Persero), 2003) 
a. Resiko yang berkaitan dengan bidang manajemen 
b. Resiko yang berkaitan dengan bidang teknis dan implementasi 
c. Resiko yang berkaitan dengan bidang kontrak dan hukum 
d. Resiko yang berkaitan dengan situasi ekonomi, social, dan politik 
Adapun yang merupalcan resiko yang paling sering diketemukan dalam praktek 
adalah sebagai berikut : (Murdoch, 1992) 
( I) Resiko Fisik 
Resiko berkenaan dengan keadaan fisik tentang tanah , keadaan artifisial 
yang menyebabkan kerusakan, material dan workmanship yang rusak atau dapat 
merusak, biaya terhadap pengetesan dan sampel, keadaan cuaca yang tidak 
bersahabat, penyedian lokasi yang tidak tepat, ketidaklayakan dari buruh, staff, 
plant, waktu dan pendanaan. 
(2) Resiko Penundaan dan Sengketa 
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Dalam hal ini tennasuk kepemilikan lokasi, pembebasan tanah, 
terlambatnya menyuplai informas~ pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien, 
penundaan diluar kontrol para pihak, sengketa-sengketa yang timbul. 
(3) Resiko Pengurusan dan Supervisi 
Adanya pengawas yang tidak kompeten, kesalahan dalam dokumentasi, 
kurang jelas dan kurang spesifiknya persyaratan, kurang tepat dalam memilih 
konsultan, dan lain-lain. 
( 4) Resiko Kerugian terhadap Orang dan Properti 
Kelalaian dan tidak dipenuhinya waransi, keterbatasan wal.:tu dan 
kejadian yang dicover oleh asuransi, dan lain-lain. 
(5) Resiko Karena Faktor Ekstemal 
Perubahan policy pemerintah · tentang pajak, perburuhan, Undang-
Undang Keamanao dan Gangguan, kerusuhan sosial, pemogokan buruh, dan 
lain-lain. 
(6) Resiko Pembayaran 
Adanya defaluasi, inflasi tinggi, gejolak rnata uang, kepailitan salah satu 
pihak yang terlibat, biaya untuk penggantian plant dan manajemen, dan lain-
lain. 
(7) Resiko Hukum dan Penyelesaian Sengketa 
Terulurnya wal..-ru penyelesaian sengketa, ketidakadilan, ketidakpastian 
keputusan peogadilan, perubahan perundang-undangan yang berlal..'U, biaya 
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Penelitian ini adalah studi literatur untuk mengidentifikasi resiko-resiko 
dari sebuah dol.-umcn kontrak pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor 
Wilayah Direl.-torat Jendcral Pajak Jawa Bagian Timur I. Apakah dalam kontrak 
tcrscbut sudah tenulis pasal-pasal yang mengatur tentang resiko-resiko yang 
kemungkinan dapat tcrjadi pada pelaksanaan proyek, yang mana dapat 
merugikan kedua belah pihak baik owner maupun kontraktor dan pihak-pihak 
yang akan menanggung rcsiko apabila teljadi resiko. 
Penelitian yang dilakukan adalah mengidentifikasi resiko-resiko apa saJa 
yang ada, dirnana akan diketabui resiko-resiko yang sudah tercantum dalam 
dokumen kontrak dan pihak siapa yang menanggung akibat resiko tersebut. 
3.2 Hipotesa 
Hipotesa awal dalam penelitian ini adalah terdapatnya resiko yang belum 
tercantum dalam dokumen kontrak sehingga dapat merugikan salah satu pihak 
yang ikut dalam pelaksanaan proyek tersebut, dan pihak mana yang menanggung 
resiko-resiko tersebut apabila sudah tercantum dalam kontrak yang ditinjau. 
3.3 Data 
3.3.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berasal dari proyek yang ditinjau yaitu dokumen kontrak Proyek Pembangunan 
Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak JaY.'ll Bagian Timur. I Beril.-ut 
ini data yang didapatkan, terdiri dari : 
a. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) 
b. Perubahan Surat Perjanjian Pemborongan (Addendum Kontrak) 
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3.3.2 Pengumpulan Data 
Data yang dtdapatkan untuk penelitian ini adalah berasal dari proyek yang 
ditinjau, yaitu Proyek Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direklorat Jenderal Pajak 
Jawa Bagian Timur I yang terletak di jalan Jagir Wonokromo- Surabaya. 
3.4 Pengolaban Data dan Metode Ana lisa 
Dalam penelitian ini, data dianalisa dengan cara identifikasi resiko-resiko, 
dimana dicari resiko apa saja yang belurn tercanturn dalam kontrak proyek tersebut. 
Kemudian resiko-resiko yang Ielah diketabui tersebut dibandingkan dengan kontrak 
yang ditinjau, setelah diketahui maka akan didapatkan mana resiko yang telah 
tercantum dalam kontrak dan mana resiko yang belum tercantum dalam kontrak. 
Setelah itu resiko-resiko yang telah tercanturn dalam kontrak dapat diketahui 
ditanggung oleh pihak siapa, apakah oleh pihak owner atau pihak kontraklor pelaksana. 
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Pengumpulan Data : 
- Dokurnen kontrak 
- UU dan Pe raturan-peraturan yang berlal.-u di 
Lndonesia 
- Jurnal-jurnal tentang manajemen resiko 
Pengolahan Data 
- ldentifikasi resiko 
-
Ana lisa deskriptif identifikasi 
resiko 
Analisa dan Pembahasan 
Kesimpulan 
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ANALISA DAN PEMBAHASAI'\ 
4.1 Identifikllsi Resiko 
Berilcut ini merupakan rcsiko-resiko dari beberapa literatur yang dapat 
digunakan untuk mengidentifikasi resiko pada kontrak yang ditinjau dalam penelitian 
ini, yaitu : 
Tabel 4.1 Sumber-sumber identifikasi resiko 
TERTUANG PADA 
No. ITEMRESIKO SUMBER kontrak Luar 
kontrak 
I Keadaan memaksa (force majeure): Wideman, PT. PP 
Badailangin ribut, banjir, gempa, (persero ), lman 




2 Perang, permusuhan (baik perang PT. PP (Persero), 
dinyatakan atau tidak), peoyerbuan, pp 00.29/2000, 
tindakan musuh mancanegara, DPU 
pemberontakan, revolusi, makar, Pasal 13.1 
kerusuhan, kekacauan, huru hara I 
kelcuatan mil iter I perebutan 
kekuasaan 
3 Sabotase Wideman 
" 
4 Keadaan memaksa yang dinyatakan PT. PP (Persero), 
resmi oleh pemerintah PP no.29/2000 
" 
5 Peristiwa penuntutan akibat kes~ Wideman Pasal 11.2 
ngajaan 
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Lanj utan tabel 4. I 
TERTUANGPADA 
No. ITEMRESIKO SUMBER Kontrak Luar 
kontrak 
6 Campur tangan pemerintah yang 
tidak bisa diantisipasi secara Wideman 
..J 
hukurn 
7 Ketentuan rnengenai bentuk dan Wideman, 
tanggung jawab dari efek samping keppres 
yang tidak terduga, terjadi sebagai no.S0/2003, !man 
--1 
akibat dari sebuah proyek yaitu : Soeharto, PP no. 
dampak lingkungan dan dampak 29/2000 
sosial 
8 Kegagalan dari sokongan infras- Wideman, PP 
truktur sebagai akibat yang lain no.29/2000, 
..J 
UURI no.18!1999 
9 Kegagalan desain Wideman, PP 
no.29/2000, Pasal2.6 
UURl no.1811999 
10 Kegagalan untuk pemberian 
sokongan pernbiayaan untuk Wideman ..J 
menyelesaikan sebuah proyek 
11 Gejolak politik Wideman 
. ..J 
12 Kekurangan pembayaran terakhir Wideman, DPU, Pasal9.3 
UURl no.18/1999 
13 Resiko-resiko pasar termasuk 
biaya bahan material, ekonomi, Wideman 
--1 
persaingan, nilai akhir pada pasar 
14 Perubahan nilai mata uang, inflasi, Wideman, lman 
--1 
ketidakstabilan moneter/devaluasi Soeharto 
15 Keamanan Wideman Pasa111.3 
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TERTUANG PADA 
No. ITEMRESIKO SUMBER Kontrak Luar 
kontrak 
16 Defect liability atau masa peme- Wideman, PT. PP 
liharaan, dan kebutuhan peme- (Persero), UURl Pasal5 
liharaan no. IS/1999, PP 
no.29/2000, DPU 
17 Peraturan perpajakan dan pungutan Wideman,lman Pasal21 
Soeharto, DPU 
18 Penundaanjadwal dan pembekakan Wideman, DPU Pasal4.3.c 
waktu 
19 Tersedianya I kekurangan tenaga Wideman, !man 
kerja lapangan Soeharto, PP Pasal 16.2 
no.29/2000 
20 Produktivitas tenaga kerja Wideman, pp DO. Pasal16.2 
29/2000 
21 Penghentian tenaga kelja Wideman ..J 
22 Persediaan material Wideman Pasal 16.1 
23 Kondisi-kondisi yg tidak disangka- Wideman v 
sangka 
24 Perubahan pihak sponsor Wideman v 
25 Kecelakaan, keselamatan Wideman, DPU, Pasal 14.6.a; 
PP no.29/2000 16.2(1); 19 
26 Pembengkakan biaya penundaan Wideman Pasal4.3 
jadwal 
27 Negosiasi pembayaran Wideman, DPU, 
PP no.29/2000, v 
UURI no.IS/1999 
28 Salah penaksiran biaya Wideman v 
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TERTUANGPA.DA 
No. ITEMRESIKO SUMBER kontrak I Luar 
kontrak 
29 Proyeksi aliran uang (cash flow) Wideman,Iiman ..; 
Soeharto, DPU 
30 Keadaan tidak mampu membayar Wideman 
..J 
31 Mengubah beberapa bagian yang Wideman ..; 
tidak terpakai dalam rancangan 
32 Penghentian beberapa bagian Wideman Pasal 14.2.c; 
pekerjaan 14.5.c 
33 Memperkenalkan kerumitan meto- Wideman ..; 
de dari sebuah teknologi baru 
34 Resiko-resiko tertentu pada tekno- Wideman ..; 
logi proyek dalam pengoperasian 
35 Data desain tidak lengkap Wideman Pasal2.6 
36 Detail, ketelitian dan kesesuaian Wideman Pasal 
dengan spesifikasi desain 2.5.f/glh 
37 Kesulitan perencanaan manajemen Wideman ..; 
proyek 
38 Desain melawan metode pelaksana- Wideman ..J 
an 
39 Ukuran desain yang tipis dan keru- Wideman 
..J 
mitan dalam pembangunan 
40 Perijinan Wideman, Iman 
Soeharto, PP no. 
..J 
28/2000 
41 Lisensi dan hak paten Wideman, Iman 
..J 
Soeharto 
42 Gugatan orang luar Wideman ..J 
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f TERTUANG PADA 
No. ITEM RES£1<.0 SUMBER kontrak Luar 
kontrak 
43 Gugatan orang dalam Wideman 
" 44 Total durasi w.u:tu pelaksanaan PT. PP (P~ro) Pasal4.1 
45 Lingkup pekeljaan yang berisi PT. PP (Persero), Pasal I 
tentang uraian pekerjaan yang PP no.29/2000, 
tennasuk dalam kontrak keppres 
no.S0/2003, 
UURl 00.18/1999 
46 Pentahapan (milestone) waktu PT. PP (Persero) 
" pelaksanaan, bi Ia ada 
47 Hak memperoleh perpanjangan PT. PP (Persero) Pasal 4.2; 4.3 
waktu pelaksanaan 
48 Ganti rugi keterlambatan PT. PP (Persero) Pasal4.3 
49 Harga borongan yang menjelaskan PT. PP (Persero ), Pasal.6 
nilai yang harus dibayarkan oleb PP no.29/2000, 
pemilik proyek kepada kontraktor Keppres 
untuk melaksanakan seluruh no.&0/2003 
lingkup pekerjaan, sifat kontrak, 
biaya-biaya yang tennasuk dalam 
harga borongan 








Lanjutan tabel 4.1 
TERTUANG PADA 
No. ITEM RESIKO SUMBER kontrak Luar 
kontrak 
52 Jumlah pembayaran yang harus di PT. PP (Persero), Pasal9.2 
tahan pada setiap tahap (retensi) DPU 




54 Konsekuensi apabila te~adi keter- PT. PP (Persero ), Pasal 12.3 
lambatan pembayaran (mis. denda) PP no.29/2000, 
DPU 
55 Definisi peke~aan tambah/kurang PT. PP (Persero) Pasal17.1; 
17.2 
56 Dasar pelaksanaan peke~aan tam- PT. PP (Persero) Pasal 17.3 
bah!kurang (mis. persetujuan yang 
diperlukan) 
57 Dampak peke~aan tambah/kurang PT. PP (Persero) Pasal17.4 
terhadap harga borongan 
58 Dampak peke~aan tambah/kurang PT. PP (Persero) 
..J 
terhadap wak1U pelaksanaan 
59 Cara pembayaran peke~aan tam- PT. PP (Persero ), Pasal 17 .3.3 
bahlkurang DPU 
60 Hal-hal yang dapat mengakibatkan PT. PP (Persero) Pasal 14.2; 
pengakhiran peJjanjian 14.3; 14.5 
61 Hak untuk mengakhiri peJjanjian PT. PP (Persero) Pasal 14.2; 
14.5 
62 Konsekuensi dari pengakhiran PT. PP (Persero) Pasal 14.6 
peJjanjian 
63 Provisional sum PT. PP (Persero) 
..J 
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TERTUANG PADA I 
No. ITEM RESIJ<O SUMBER kontrak Luar 
kontrak 
64 Pembayaran kepada sub-kontraktor PT. PP (Persero), 
...J 
dilakukan melalui kontraktor utama PP no.29/2000 
6S Prime cost PT. PP (Persero) 
..J 
66 Spesifikasi dan negosiasi pekerjaan PT. PP (Persero ), Pasal 18 
tertentu yang disepakati an tar PP no.2912000 
pemilik proyek dan sub-kontraktor 
67 Kontraktor utama mendapatkan fee PT. PP (Persero) 
...J 
koordinasi untuk melaksanakan 
koordinasi walctu dan pelaksanaan 
68 Tanggung jawab kontraktor utama PT. PP (Persero), Pasal 18.2 
atas mutu pekerjaan sub kontraktor PP no.2912000 
69 Arbitrase atau badan hukum yang PT. PP (Persero), Pasal22.2 
ditunjuk untuk menyelesaikan PP no.2912000, 
perselisihan yang tidak dapat DPU,UURl 
diselesaikan secara musyawarah no.IS/1999 
70 Penyesuaian harga, ada tidaknya PT. PP (Persero ), Pasal20 
perubahan harga bahan, upah, dan iman soeharto, 
alat sesuai kondisi pasar DPU 
71 Menghi langkan suatu j enis peker- PT. PP (Persero) 
...J 
Jaan 
72 Kenaikan atau pengurangan volu- PT. PP (Persero) 
me suatu pekerjaan yang tennasuk Pasal 17.4 
didalam kontrak 
73 Merubah karakter atau kualitas dari PT. PP (Persero) 
...J 
suatu pekerjaan 




Lanjutan tabcl 4.1 
TERTUANGPADA 
No. rTEMRESU<O SUMBER kontrak Luar I kontrak 
75 Kebangkrutan , kepailitan, dilil..'11i- PT. PP (Persero) Pasal 14.3 
dasi 
76 lnstruksi pekerjaan tambah yang di PT. PP (Persero ), 
-J 
perlukan untuk pelaksanaan proyek DPU 
77 Tidak boleh adanya variation order PT. PP (Persero ), 
yang dikerjakan oleh kontrak-ror DPU 
-J 
tanpa adanya instruksi tertulis dari 
pemimpin proyek 
78 Suatu keadaan yang tidak sesuai PT. PP (Persero) 
dengan penjelasan awal kontrak, 
antara Jain ketidaksesuaian keadaan 
lapisan tanah atau kondisi setempat 
-J 
dibanding gam bar rencana, a tau 
Adanya balangan yang tidak 
kelihatan dari semula (unforseen) 
79 Peraturan-peraturan atau UU baru, PT. PP (Persero) 
baik daerah maupun pusat yang 
-J 
dikeluarkan setelah tender 
80 Perrnintaan percepatan waktu dari PT. PP (Persero), 
schedule yang ditetapkao, yang PP no.2912000, 
mengakibatkan pertambahan biaya DPU 
-J 
overtime, equipment, material, dan 
overhead, juga permintaan peruba-
han mutu bahan material 
81 Pelanggaran kontrak karena meng- PT. PP (Persero) 
-J 
ganti urutan perubahan 
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TERTUANG PADA 
No. ITEMRESfKO SOMBER kontrak Luar 
kontrak 
82 Pelanggaran kontrak karena meng- PT. PP (Persero), 
-.J 
ganti metode pelaksanaan Iman Soeharto 
83 Koordinasi pelaksanaan Iman Soeharto Pasal3.1 
84 Penghentianlpenundaan pekerjaan PT. PP (Persero ), ..j 
tanpa pemberitahuan DPU 
85 Resiko-resiko khusus PT. PP (Persero ), 
-.J 
PP no.29/2000 
86 Kurang tepatnya perencanaan dan lman Soeharto, 
pengendalian lingkup, biaya, jad- PP no.29/2000, 
-.J 
wal dan mutu DPU 
87 Ketepatan pekerjaan dan produk !man Soeharto ..J 
desain-engineering 
88 Ketepatan pengadaan material dan !man Soeharto, 
peralatan (volume, jadwal, harga, PP no.2912000 Pasal 16. I 
kualitas) 
89 Ketepatan pekerjaan konstruksi Iman Soeharto 
..J 
Gadwal dan kualitas) 
90 Tersedianya tenaga ahli dan penye- Iman Soebarto, 
Jia PP no.2912000, Pasal 16.2 
UURl no.18/1999 
91 Kondisi Jokasi dan site Iman Soeharto, ..j 
wideman 
92 Realisasi pinjaman Iman Soeharto 
-.J 
93 Kurang jelas dan interpretasi yang Iman Soeharto, Pasal2.5 
berbeda pada kontrak DPU 
94 Pengaturan change order Iman Soeharto Pasall4.4; 
15.2 
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TERTUANGPADA 
No. ITEM RESlKO SUMBER kontrak Luar 
kontrak 
1 95 Program DPU .J 
96 Ketentuan mengenai kewajiban pa- Keppres 
ra pihak dalam hal kegagalan no.S0/2003, PP Pasal15.2 
dalam pelaksanaan pekerjaan no.29/2000 
97 Para pihak yang menandatangani Keppres 
kontrak yang meliputi nama, jaba- no.S0/2003, PP Awal kontrak 
tan, dan alamat no.29/2000, 
UURI no.JS/1999 
98 Tingkat kemajuan disertai doku- PP no.29/2000 Pasal 10.3; 
men foto dari berbagai pekeJjaan di 10.5 
lapangan 
99 Persyaratan dan spesifikasi teknis Keppres .J 
yangjelas dan terinci no.S0/2003 
100 Tempat dan jangka waktu Keppres Pasal 4.1 
penyelesaian I penyerahan dengan no.S0/2003, 
disertai jadwal \vak'tu penyelesaian! DPU,PP 
penyerahan yang pasti serta syarat- no.29/2000 
syarat penyerahan 
101 Masalah jaminan, guaranty, dan Keppres Pasal 7; 8; 19 
waranty, asuransi no.S0/2003, lrnan 
Soeharto, DPU, 
PP no.29/2000 
102 Ketentuan tentang cidera janji dan Keppres Pasal 12; 
sanksi dalam hal para pihak tidak no.S0/2003, PP 14.2;14.5 




Lanjutan tabel 4. I 
TERTUANG PADA 
No. ITEM RESIKO SOMBER kontrak Luar 
kontrak 
103 Pengawasan pelaksanaan pekerjaan PP no.2812000 Pasa13 
konstruksi 
104 Daftar l;uantitas PP no. 2912000, ..J 
DPU 
105 Hak atas kekayaan inte1ektua1 PP no.29/2000, 
..J 
UURl no.18/1999 
106 Keterlambatan instruksilkeputusan PT. PP (Persero) Pasa14.3.b; 
14.5.c{iii) 
107 Peringatan din i DPU Pasal 14.2; 
14.5 
108 Penemuan-penemuan DPU ..J 
109 Pengujian DPU ..J 
llO Sertifikat pembayaran DPU ..J 
I I I Peristiwa kompensasi DPU 
..J 
112 PekeJjaan harian DPU Pasal10.1; 
10.2 
113 Pengaturan klaim £man Soebarto ..J 
4.2 Analisa D~kripsi fdentifikasi R~iko 
Pada sub bab ini menjelaskan tentang resiko-resiko yang sudah tercantum dalam 
kontrak proyek maupun resiko-resiko yang belum tercantwn dalam kontrak proyek 
yang ditinjau. Setelah diketahui resiko-resiko yang sudah diidentiflkasi, maka dapat 
dilakukan analisa masalah yang ada tiap-tio.p resiko, berikut ini merupakan resiko-resiko 
yang sudah tercantum dalam kontrak proyek yang ditinjau. 
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I. Item resiko : Keadaan memaksa (force majeure): Badailangin ribut, banjir, 
Sumber 
gempa, tanah longsor 
: Wideman, PT. PP (persero), Iman Soeharto, Keppres no.80!2003, j 
PP no.2912000, UURl no.18/1999 
Tertuang pada : Pasa1 13 
Pasal 13 berbunyi : 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
13. 1 Yang dimaksud dalam keadaan memaksa (force majeure) adalah 
peristiwa-peristiwa se.bagai berikut : 





13.2 Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana tersebut 
pada ayat l diatas, PIHAK KEDUA harus memberitahu secara tertulis 
kepada PIHA.K PERTAMA paling 1ambat 14 (empat belas) hari kalender 
setelah terjadi keadaan memaksa (force majeure) tersebut. 
13.3 Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak pembe:itahuan oleh 
PIHAK KEDUA mengenai keadaan memaksa (force majeure) PIHAK 
PERTAMA belwnltidak menyatakan peno1akan, maka PIHAK 
PERTAMA dianggap telah menyetujui keadaan memaksa (force majeure) 
tersebut. 
13.4 Dalam hal karena keadaan memaksa terjadi kerusakan pada peketjaan 
yang sudah diprestasikan ataupun yang sudah terpasang tetapi belum 
sempat diakui sebagai prestasi pekerjaan maka keadaan memaksa tersebut 
tidak mempengaruhi perhitungan jumlah pembayaran yang seharusnya 
diterima PIHAK KEDUA apabila tidak terjadi kerusakan. 
13.5 Akibat keadaan memaksa PIHAK PERTAMA berbak memerintahkan 
PIHAK KEDUA untuk membuang reruntuhan, mengganti atau 
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me mperbaiki yang rusak, serta melanjutkan kembali pekerjaan dengan 
tambahan waktu dan biaya. 
Penjelasan pasal diatas : 
Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di 
luar kehendak!kemampuan pemilik proyek maupun kontraktor yang dapat 
mempengaruhi kineJja pelaksanaan, seperti yang peristiwa-peristiw-a yang 
disebutkan dalam pasal 13.1. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara 
pemilik proyek dan kontraktor untuk menentukan item mana yang akan 
ditanggung oleh siapa (pemilik proyek atau kontraktor). 
Maka pada pasal 13.2 sampai 13.5 dijelaskan apabila terjadi keadaan 
memaksa, maka kontraktor se1aku pihak kedua diharuskan memberitahu secara 
tertulis pada pemilik proyek sebagai pihak pertama, maksimal jangka waktu 14 
hari setelah peristiwa teljadi. Apabila setelah waktu pemberitahuan tersebut 
pemilik proyek tidak menanggapi maka pemilik proyek dianggap menyetujui 
peristiwa tersebut. Akibat dari keadaan memaksa tersebut yang mengakibatkan 
kerusakan pada bangunan, dianggap tidak mempengaruhi perhitungan jumlah 
pembayaran yang seharusnya diterima oleh kontraktor apabila tidak teJjadi 
kerusakan. Disisi lain akibat dari keadaan memaksa tersebut maka pemilik 
proyek berhak memerintahkan pihak kontraktor untuk membuang reruntuhan, 
mengganti atau memperbaiki yang rusak, serta melanjutkan kembali pekeJjaan 
dengan tambahan waktu dan biaya. 
2. Item resiko : Perang, permusuhan (baik perang dinyatakan atau tidak), 
Sumber 
penyerbuan, tindakan musuh mancanegara, pemberontakan, 
revolusi, makar, kerusuhan, kekacauan, huru hara I kekuatan 
militer I perebutan kekuasaan 
: PT. PP (persero), PP no.2912000, DPU 
Tertuang pada : Pasal 13 .I 
Penjelasan : 
Seperti yang telah disebutkan diatas (item resiko) yang tertuang pada pasal 
13.1 yang berbunyi seperti pada penjelasan no.l, hanya beberapa saja yang 
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disebutkan, antara lain : keadaan perang, pemogokan umum, dan huru-hara. 
Padahal seharusnya resiko yang Jain seperti permusuhan (baik perang dinyatakan 
atau tidak), penyerbuan, tindakan musuh mancanegara, pemberontakan, revolusi, 
makar, kerusuhan, dan kekacauan, seharusnya dicantumkan juga agar lebih 
spesifik dan jelas, resiko seperti apa saja yang dapat dianggap sebagai keadaan 
memaksa (force majeure). Semua peristiwa yang disebutkan sebagai keadaan 
memaksa, yang harus menanggung akibatnya adaJah pihak kontraktor seperti 
yang tercantum dalam pada pasal 13.5 dengan tambahan waktu dan biaya dari 
pihak pemilik proyek. 
3. Item resiko : Peristiwa penuntutan akibat kesengajaan 
Sumber : Wideman 
T ertuang pada : Pasal11.2 
PasaJ 11 .2 yang berbunyi : 
11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian 
untuk tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan apapun juga atas kerusakan-
kerusakan barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik PlHAK 
PERTAMA atau pihak lain, akibat Jangsung atau tidak Jangsung karena 
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oJeh PIHAK KEDUA atau orang-
orang yang bekeija padanya dalam pelaksanaan pekeijaan ini. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pada pasal ini dijelaskan bahwa kontraktor selaku pihak kedua harus 
bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan tuntutan ganti rugi 
maupun tuntutan yang Jain yang menyebahkan kerusakan-kerusakan semua 
barang milik pemilik proyek a tau pihak Jain baik barang yang bergerak atau tidak 
bergerak, akibat dari kesalahan atau kelaJaian yang langsung atau tidak langsung 
yang dilakukan pihak kontraktor atau orang-orang yang bekeija pada kontraktor 
dalam peJaksanaan proyek. 
4. Item resiko : Kegagalan desain 
Sumber : Wideman, PP no.29/2000, UURI no.IS/1999 
Tertuang pada : PasaJ2.6 
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Pasal 2.6 berbunyi : 
2.6 jika untuk pelaksanaan suatu bagian pekerjaan tidak terdapat ketentuan 
baik dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat maupun gambar, maka 
pelaksanaan pekerjaan tersebut akan mengilruti ketentuan yang tercantum 
pada salah satu ketentuan dalam pasal 2.1 (c) Perjanjian ini. 
Penjelasan pasal diatas : 
Kegagalan desain bisa berarti suatu basil pekeljaan yang tidak sesuai 
dengan spesifikasi gambar-gambar pelaksanaan dari suatu pekerjaan konstruksi 
sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun 
keseluruhan sebagai akibat kesalahan pemilik. proyek ataupun kontraktor. 
Apabila terjadi kegagalan desain, karena kekurangjelasa:n pada gambar, rencana 
kerja dan syarat-syaratnya, maka pelaksanaan pekerjaan akan mengikuti 
ketentuan gambar-gambar rencana yang telah terlampir dalam dokumen kontrak 
kerja tersebut. Tetapi pada pasa1 ini tidak d.ijelaskan pibak siapa yang harus 
bertanggungjawab apabila tetjad.i kegagalan desain tersebut. 
5. Item resiko : Kekurangan pembayaran terakhir 
Sumber : Wideman, DPU, UURJ no. IS/1999 
Tertuang pada : Pasai 9.3 
Pasal 9.3 berbunyi : 
3. Pembayaran terakhir sebesar S ~. (lima prosen) dari Harga Borongan I 
atau Rp. 1.265.502.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta 
lima ratus dua ribu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah 
pekerjaan selesai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan 
I, dan P!HAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pemelibaraan 
sebesar S % dati Harga Borongan berupa jaminan dari Bank Pemerintah 
atau dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai program Surety Bond. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pada pasal ini menjelaskan bahwa pemilik proyek harus membayar 
kekurangan untuk pembayaran terakhir dari suatu pekeljaan konstruksi yaitu 
senilai Rp. 1.265.502.000,· atau 5 %dati harga borongan proyek. diserahkan 
36 
Lanjutan tabel 4.2 
kepada pihak konrrak'ior setelah pekeljaan selesai semua atau I 00 % dan telah 
dinyatakan dalam berita acara penyeralu>n !, tetapi pihak kontraktor wajib 
menyerahkan jaminan pemeliharaan senilai 5 % dari harga borongan yang berarti 
Rp. 1.265.502.000,- yang berupa jaminan dari bank pemerintah atau dari 
perusahaan asuransi yang mempunyai program surety bond dimana surety bond 
adalah suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi sebagai 
pihak pertama dengan kontraktor/konsultan sebagai pihak kedua, dimana 
disepakati bahwa pihak perusahaan asuransi memberikan jaminan kepada pihak 
kontraktor/konsultan bagi kepentingan pihak pemilik proyek/owner, bahwa 
apabila pihak kontraktor/konsultan telah !alai atau gaga! dalam melaksanakan 
kewajibannya sesua1 dengan yang diperjanjikan dengan pihak pemilik 
proyek/owner, maka pihak perusahaan asuransi akan bertanggungjawab terhadap 
pihak pemilik proyek/owner untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban 
pihak kontraktor/konsultan tersebut Jadi sebenarnya antara pihak pemilik proyek 
dan kontraktor sama-sama tidak memberi maupun menerima karena kedua-
duanya sama-sama mengeluarkan dan menerima uang senilai Rp.I.265.502.000,-
atau 5 % dari harga borongan untuk kewajiban masing-masing. 
6. Item resiko : Keamanan 
Sumber : Wideman 
Tertuang pada : Pasal l L3 
Pasal 11.3 berbunyi : 
11.3 Pengamanan pekeljaan dan bahan-bahan serta barang-barang untuk 
pekeljaan ini selama dalam pelaksanaan menjadi tanggung jawab PIHAK 
KEDUA. 
Penjelasan pasal diatas : 
Selarna proyek berlangsung, pihak kontraktor wajib menjaga keamanan 
dalam lingkungan proyek baik keamanan pekeljaan maupunkeamanan bahan-
bahan dan barang-barang untuk kepentingan proyek. Bentuk dari cara pengama-
nan bisa bervariasi mulai dari memberi pagar pembatas yang tinggi maupun ada-
nya satpam di pos penjagaan ,dimana setiap ada tamu atau pengirim material 
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harus lapor dan mengisi buku tamu dahulu sehingga dapat diketahui siapa saja 
yang keluar masuk proyek, ataupun juga mengasuransikan semua hal yang 
menyangkut dari pekerjaan proyek. 
7. Item resiko 
Sumber 
Defect liability atau masa pemeliharaan, dan kebutuhan 
pemeliharaan 
: Wideman, PT. PP (Persero), UURI no.l8/1999, PP no.29/2000, 
DPU 
Tertuang pada : Pasal 5 
Pasal 5 berbunyi : 
MASA PEMELIHARAAN 
5.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA tintuk 
melak.sanakan pemeliharaan hasil pekeijaan selama 180 (seratus delapan 
pulub) hari kalender terhitung sejak tanggal penanda tanganan Berita 
Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama. 
5.2 Semua biaya yang dikeluarkan selarna masa pemelibaraan menjadi beban 
PIHAK KEDUA. 
5.3 Selama masa pemeliharaan PIHAK K.EDUA wajib melaksanakan pemeli-
haraan atas perintah PIHAK PERTAMA atau apabila tidak melaksanakan 
pekerjaan pemeliharaan, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak. 
ketiga untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan/perbaikan tersebut dan 
untuk semua biaya berhubungan dengan pekerjaan tersebut menjadi beban 
PIHAK K.EDUA sepenuhnya. 
Penjelasan pasal diatas : 
Untuk masa pemeliharaan proyek setelah pekerjaan selesai yang harus 
melaksanakan pemeliharaan bangunan adalah pihak. kontraktor, tetapi apabila 
pihak kontraktor tidak dapat melaksanakan masa pemeliharaan tersebut maka 
pihak pemilik proyek berhak. untuk menunjuk pihak ketiga atau kontraktor lain 
untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersebut dengan biaya dari pihak 
kontraktor, serta apabila dalam masa pemeliharaan itu terjadi kerusakan 
bangunan maka biaya pekerjaan perbaikanjuga ditanggung oleh pihak kontraktor 
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8. Item resiko : Peraturan perpajakan dan pungutao 
Sumber : Wideman, Iman Soeharto, DPU 
Tenuang pada : Pasal21 
Pasal 21 berbunyi : 
PAJAK DAN BIAYA LAIN 
Semua pajak dan biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian 
pemborongan ini, sepeni bea masuk, bea materai, memperbanyak/copy menjadi 
beban dan tanggungjawab PffiAK KEDUA sepenuhnya. 
Penjelasan pasal diatas : 
Setelah terjadi perjanjian antara pihak pemilik proyek dengan pihak 
kontraktor, maka semua pajak dan biaya-biaya yang lain seperti: bea masuk, bea 
materai, memperbanyaklcopy menjadi tanggungan pihak kontrak-tor. Tetapi 
didalam pasal ini yang perlu ditinjau lagi adalah tentang penyesuaian nilai pajak 
yang harus dibayarkan oleh kontraktor apabila terjadi perubahan peraturan pajak 
dan pungutan yang lain, sehingga dalam pasal ini masih kurang kuat bagi pihak 
kontraktor. 
9. Item resiko : Penundaanjadwal dan pembekakan wak'tu 
Sumber : Wideman, DPU 
Tertuang pada : pasal 4.3.c 
Pasal4.3.c berbunyi : 
4.3 jika keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh satu atau lebih di 
antara sebab-sebab berikut ini : 
(c) Adanya perintah tertulis dari PffiAK PERTAMA untuk menunda 
sementara waktu pekerjaan 
Maka : 
PffiAK KEDUA berhak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan yang 
wajar dan penggantian biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu 
tersebut. 
Penjelasan pasal diatas : 
Penundaan pekerjaan karena perintah tertulis dari pihak pemilik proyek untuk 
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menunda sementara wal.-ru pekerjaan karena sesuatu alasan yang tidak diketahui 
sekalipun oleh pihak kontraktor, maka otomatis berakibat pembekakan waktu 
sehingga pihak kontraktor berhak mendapatkan perpanjangan wal.-ru. 
10. Item resiko : Tersedianya I kekurangan tenaga kerja lapangan 
Sumber : Wideman, !man Soeharto, PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal 16.2 
Pasal 16.2 berbunyi : 
16.2 PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja yang cakap, terampil dan 
berpengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
sebagaimana tersebut pada pasal I perjanjian ini. 
Penjelasan pasal diatas : 
Dalam hal penyediaan tenaga kerja lapangan maka pihak kontraktor yang 
harus menyediakan sehingga ada tidaknya serta bila ada kekurangan tenaga ketja 
lapangan maka pihak kontraktor sendiri yang bertanggungjawab sepenuhnya. 
II. Item resiko : Produktivitas tenaga kerja 
Sumber : wideman, PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal 16.2 
Pasal I 6.2 berbunyi : 
16.2 PIHAK KEDUA wajib menye<!iakan tenaga keija yang cakap, terampil 
dan berpengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
sebagaimana tersebut pada pasal 1 perjanjian ini. 
Penjelasan pasal diatas : 
Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan no.lO, dalam hal penyediaan 
tenaga keija lapar.gan maka pihak kontraktor yang harus menyediakan. Oleh 
karena itu dalam penyediakan tenaga kerja pihak kontraktor disarankan harus 
menyediakan tenaga keija yang cakap, terampil dan pengalaman, sehingga akan 
mengbasilkan tenaga kerja-tenaga ketja yang produktif. 
12. Item resiko : Persediaan material 
Sumber : wideman 
Tertuang pada : pasal 16.1 
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Pasal 16.1 berbunyi : 
16.1 Semua material dan alat-alat kerja yang diperlukan sehubur.gan dengan 
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal I perjanjian ini 
harus disediakan oleh dan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA. 
Penjelasan pasal diatas : 
Dalam menyediakan bahan material yang diperlukan dalam pelaksanaan 
pekerjaan proyek yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak, 
maka telah ditetapkan pihak kontraktor yang harus menanggung dalam persedian 
bahan material di lapangan serta menjadi tanggungjawab pihak kontraktor. 
13. Item resiko : Kecelakaan, keselamatan 
Sumber : wideman, DPU, PP no.29!2000 
Tertuang pada : pasal 14.6.a; 16.2 (I); 19 
Pasal 14.6.a berbunyi : 
14.6 Apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam 
ayat 14.5 pasal ini, maka: 
(a) PIHAK KEDUA, dengan mencegah terjadinya kecelakaan terhadap 
manusia serta kerusakan terhadap harta benda dan pekeijaan, berhak 
untuk memindahkan bangunan sementara, peralatan, perkakas dan 
bahan/barang mi liknya ke luar Iokasi pekerjaan. 
Pasall6.2(1) berbunyi: 
( I) PIHAK KEDUA wajib mencegah setiap baltaya yang mungkin timbul 
atas diri para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dan apabila 
terjadi kecelakaan kerja PIHAK KEDUA segera memberikan 
pertolongan pertama kepada korban dan segala biaya yang diperlukan 
untuk hal ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA 
sepenuhnya. 
Pasal 19 berbunyi : 
ASURANSI TENAGAKERJA 
PIHAK KEDUA harus menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja yaitu 
dengan memenuhi kewajiban mengikuti program Asuransi Tenaga Keija 
(ASTEK) sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. 
Penjelasan pasal-pasal diatas: 
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Pasal 14.6.a menjelaskan bahwa apabila pihak kontraktor memutuskan 
perjanjian karena pihak pemilik proyek tidak dapat melaksanakan kewajibannya, 
maka pihak kontraktor dengan melaksanakan kewajibannya mencegah terjadinya 
kecelakaan terhadap manus1a serta kerusakan terhadap harta benda dan 
pekerjaan, maka pihak kontraktor berhak untuk memindahkan bangunan 
sementara, peralatan, perkakas dan bahanlbarang miliknya ke Juar lokasi 
pekerjaan, sehingga . dilihat dari isi pasal tersel>ut segala tanggungan untuk 
memenuhi hak pihak kontraktor ditanggung sepenuhnya oleh pemilik proyek. 
Sedangkan pasal 16.2(1) menjelaskan bahwa pihak kontraktor wajib 
mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya yang bisa saja terjadi pada 
diri para pekerja yang berada di proyek dalam melaksanakan pekerjaan yang 
apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pihak kontraktor harus secepatnya 
memberi pertolongan pertama dan · semua biaya yang diperlukan sepenuhnya 
tanggungjawab pihak kontraktor. 
Selain pasal 16.2(1) yang menjelaskan tentang pihak kontraktor yang wajib 
menjamin keselamatan pekerjanya, pasal 19 juga menjelaskan hal yang sarna 
tetapi pada pasal ini pihak kontraktor harus mengikuti program Asuransi Tenaga 
Kerja (ASTEK) yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. 
14. Item resiko 
Sumber 
: Pembengkakan biaya penundaanjadwal 
: wideman 
Tertuang pada : pasal4.3 . c 
Pasal4.3.c berbunyi : 
4.3 jika keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh satu atau lebih 
di antara sebab-sebab berikut ini : 
(c) Adanya perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA untuk menunda 
sementara waktu pekerjaan 
Maka : 
PIHAK KEDUA berhak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan yang 
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wajar dan penggantian biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu 
tersebut. 
Penjelasan pasal4.3(c) diatas : 
Pada penjelasan no. 9 telah dijelaskan bahwa untuk penundaan pekerjaan 
atas perintah tertulis dari pemilik proyek maka pihak kontraktor berhak 
mendapatkan perpanjangan waktu. Tidak banya itu pihak kontraJ.ttor juga berhak 
atas pembekakan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh pibak pemilik proyek. 
15. Item resiko 
Sumber 
: Penghentian beberapa bagian pekerjaan 
: Wideman 
Tertuang pada : Pasal 14.2.c; 14.5.c 
Pasal 14.2.c berbunyi: 
14.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak 
dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
KEDUA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang waktu empat betas (14) hari dalam hal 
PIHAK KEDUA: 
(c) Dalam waktu tiga puluh (30) hari berturut-turut sama sekali 
menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang wajar 
Pasal 14.5.c berbunyi : 
14.5 PlHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak 
dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
PERTAMA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang waktu empat belas (14) hari dalam hal : 
(c) Pelaksanaan seluruh a tau sebagian besar pekerjaan terhenti selama tiga 
puluh (30) hari berturut-turut karena : 
1. keadaan memaksa , atau 
ii. perintah penghentian/penundaan pelaksanaan pekerjaan yang 
diberikan oleh PIHAK PERTAMA/konsultan pengawas bukan 
karena kesalahan PIHAK KEDUA, atau 
iii. kelalaian atau kelambatan PIHAK PERTAMA/konsultan pengawas 
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dalam memberikan instruksi, gambar, informasi, persetujuan yang 
diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan, 
a tau 
IV. kelalaian atau kelambatan pihaklkontraktor lain (bila ada) yang 
dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan 
pekeljaannya. 
Penjelasan pasal-pasal d.iatas : 
Pada pasal 14.2.c menjelaskan tentang penghentian pekerjaan oleh pihak 
pemilik proyek tanpa alasan yang wajar dalam waktu tiga puluh (30) hari 
berturut-turut. Sedangkan pasal 14.5.c menjelaskan tentang penghentian 
pekerjaan baik secar keseluruhan maupun sebagian oleh pihak kontraktor selarna 
tiga puluh (30) hari berturut-turut dengan adanya beberapa alasan antara lain : 
keadaan memaksa, perintah penghentianlpenundaan pelaksanaan pekerjaan yang 
d.iberikan oleh pihak pemilik proyeklkonsultan pengawas bukan karena kesalahan 
pihak kontraktor, kelalaian atau kelambatan pihak pemilik proyek!konsultan 
pengawas dalam memberikan instruksi, gambar, informasi, persetujuan yang 
diperlukan oleh pihak kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, atau kelalaian 
atau kelambatan pihaklkontraktor lain (hila ada) yang dipekerjakan oleh pihak 
pemilik proyek dalam melaksanakan pekerjaannya. 
16. Item resiko : Data desain tidak lengkap 
Sumber : Wideman 
Tertuang pada : Pasa\2.6 
Pasal 2.6 berbunyi : 
2.6 jika untuk pelaksanaan suatu bagian pekerjaan tid<Jk terdapat ketentuan 
baik dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat rnaupun gambar, maka 
pelaksanaan pekerjaan tersebut akan mengikuti ketentuan yang tercantum 
pada salah satu ketentuan dalam pasal 2.1 (c) Perjanjian ini 
Penjelasan pasal 2.6 d.iatas : 
Apabila suatu pekerjaan konstruksi data desainnya tidak lengkap, maka 
pelaksanaan konstruksi bisa tidak sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena 
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itu pada pasal ini apabila suatu desain tidak lengkap maka pelaksanaan pekerjaan 
akan mengikuti ketentuan gambar-gambar rencana yang Ielah terlampir dalam 
dokumen kontrak kerja tersebut. Tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan pihak 
siapa yang harus bertanggungjawab karenanya 
17. Item resiko 
Sumber 
: Detail, ketelitian dan kesesuaian dengan spesifikasi desain 
: Wideman 
Tertuang pada : Pasal2.5.f/gtb 
Pasal 2.5.f/g/h berbunyi : 
2.5 Seluruh dokumen yang ada dalam surat peijanjian ini bersifat saling 
melengkapi, dan apabila di dalamnya terdapat ketidakcocokan. pcrbedaan. 
atau ketidakjelasan, maka PlliAK KEDUA harus mengadakan koordinasi 
dengan PIHAK PERTAMA dengan hasil tidak mengubah Dokumen 
Kontrak dan sesuai dengan urutan prioritas sebagai : 
f. Spcsifikasi Teknik dan Administrasi 
g. Gambar-gambar pelaksanaan (dengan urutan gambar Detail lebih 
dahulu kemudian gambar skala kecil) 
h. Garnbar-gambar kontra.k yang dipakai sebagai dasar perhitungan 
volume (dengan urutan gambar Detaillebih dahulu kemudian gambar 
skala kecil) 
Penjelasan pasal diatas : 
Untuk suatu gambar perencanaan memang harus sesuai dengan urutan-
urutannya, sehingga dalam kontra.k perlu juga dicantumkan tentang hal tersebut. 
Maka pada pasal ini menjelaskan bahwa apabila ada kekurangjelasan. ketidak 
cocokan, atau perbedaan pada dokurnen kontra.k yang disusun, maka bila ada ada 
koordinasi antara pihak kontraktor dan pihak pemilik proyek tetapi dengan syarat 
tidak boleh mengubah dan sesuai dengan urutan prioritas, yaitu : sesuai dengan 
Spesifikasi Teknik dan Administrasi, Gambar-gambar pelaksanaan dan Gambar-
gambar kontrak yang dipakai sebagai dasar perhitungan volume (dengan urutan 
gambar Detail lebih dahulu kemudian gam bar skala kecil). 
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18. Item resiko : Total durasi waktu pelaksanaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal4.1 
Pasal 4.1 berbunyi : 
4.1 Jangka wak'tu pelaksanaan pekeljaan sampai selesai 100% (seratus prosen) 
yang disebut da1am pasal 1 peljanjian ini ditetapkan selama 165 (seratus 
enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Surat penunjukan Penyedia 
Barang!Jasa (SPPBJ) diterbitkan dari PIHAK PERT AMA. 
Penjelasan pasal 4 .I diatas: 
Sangat jelas sekali bahwa total waktu pelaksanaan proyek sam pat 
peketjaan selesai 100 % adalah 165 (seratus enarn puluh lima) hari kalender 
terhitung sejak Surat penunjukan Penyedia Barang!Jasa (SPPBJ) diterbitkan dari 
pihak pemilik proyek. Akan tetapi walaupun dalarn kontrak ini telah ada 
perubahan tambah kurang pekerjaan, tetapi tidak mempengaruhi total waktu 
pelaksanaan peketjaan dengan adanya tambahan perpanjangan waktu, padahal 
seharusnya ada tambahan waktu yang menjadi hak pihak kontraktor, dan juga 
kenyataannya dilapangan sampai saat ini peketjaan tersebut belum selesai. 
Dimana berarti sebenarnya adanya perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaJ!.Il 
proyek tersebut. 
19. Item resiko : Lingkup pekerjaan yang berisi tentang uraian pekerjaan yang 
termasuk dalam kontrak 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000, keppres no.80t2003, UURI 
no.18/1999 
Tertuang pada : Pasal I 
Pasal I berbunyi : 
TUG AS DAN LINGKUP PEKERJAAN 
PIHAK PERT AMA dengan ini memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan 
PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan 
Pekeljaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 
Bagian Tirnur I (Tahap I) JJ. Jagir Wonokromo - Surabaya, yang dibagi sebagai 
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beril.:ut : 
I. Pekerjaan Strulctur 
2. Pekerjaan Arsitelctur 
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal 
4. Perubahan bagian pekerjaan sebagaimana Berita Acara Perubahan 
Pekerjaan terlampir. 
Penjelasan pasal I diatas: 
Suatu pekerjaan konstruksi memang perlu suatu adanya kesepakatan 
sampai seberapa banyak lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan oleh 
kontraktor, sehingga nantinya diharapkan tidak ada perselisihan paham antar 
kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam pasal ini dijelaskan seberapa banyak 
pekerjaan konstruksi yang diberikan oleh pemilik proyek kepada pihak 
kontraktor dan dengan disertai adanya perubahan bagian pekerjaan oleh pihak 
pemilik proyek. 
20. Item resiko : Hak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasa14.2; 4.3 
Pasal 4.2 & 4.3 berbunyi : 
4.2 Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 4.1 pasal ini tidak dapat diubah 
oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam Keadaan memaksa seperti yang diatur 
dalam pasal 13 surat perjanjian pemborongan ini atau disebabkan oleh 
perintah pekerjaan tambahan sesuai dengan pasal 17 perjanjian ini yang 
dinyatakan secara tertulis bahwa waktu penyelesaian ditambah atau 
diperpanjang. 
4.3 jika keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh satu atau lebih 
di antara sebab-sebab berikut ini : 
(a) keadaan memaksa seperti tersebut dalam pasall3 perjanjian ini 
{b) kelalaian PIHAK PERTAMA /konsultan pengawas dalam menyampaikan 
instruksi atau memberikan persetujuan yang diperlukan PIHAK KEDUA 
tepat pada wakunya. 
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(c) Adanya perintah tertulis dari PlliA.K PERTAMA untuk menunda 
sementara waktu pekerjaan. 
(d) Sebab-sebab lain di luar kesalahan PIHAK KEDUA; 
Maka : 
Pll-IAK KEDUA berhak memperoleh perpanjangan waktu pelaksanaan yang 
wajar dan penggantian biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu 
terse but. 
Penjelasan pasal-pasal diatas : 
Pada pasal 4.2 menjelaskan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan 
konstruksi memang tidak bisa diubah oleh pihak kontrak."tor, tetapi ada 
perkecualian apabila terjadi keadaan memaksa atau juga adanya perubahan 
perintah pekerjaan tambah kurang , maka pihak kontraktor berhak mendapatkan 
perpanjangan waktu. Sedangkan pasal4.3 lebih pada keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan yang disebabkan dari pihak pemilik proyek seperti: kelalaian pihak 
pemilik proyek/konsultan pengawas dalam menyampaikan instruksi atau 
memberikan persetujuan yang diperlukan pihak kontraktor tepat pada wakunya; 
adanya perintah tertulis dari pihak pemilik proyek untuk menunda sementara 
waktu pekerjaan; sebab-sebab lain di luar kesalahan pihak kontraktor, maka 
pihak kontraktor berhak untuk mendapat perpanjangan waktu penyelesaian 
pekerjaan. 
21. Item resiko : Ganti rugi keterlambatan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal4.3 
Penjelasan dari pasal4.3 : 
Pada penjelasan no. 20 sebelumnya telah disebut.kan bunyi pasal 4.3 dan 
penjelasannya, sehingga pada penjelasan ini tidak menerangkan lagi secara luas. 
Tetapi pada intinya pasal tersebut mengenai tentang ganti rugi yang harus 
ditanggung oleh pihak pemilik proyek untuk pihak kontraktor yaitu ganti rugi 
perpanjangan waktu pelaksanaan dan tambahan biaya akibat perpanjangan waktu 
tersebut. 
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22. Item resiko : Harga borongan yang menjelaskan nilai yang harus dibayarkan 
oleh pemilik proyek kepada kontraktor untuk melaksanakan 
seluruh lingkup pekerjaan, sifat kontrak, biaya-biaya yang 
termasuk dalam harga borongan 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000, Keppres no.S0/2003 
Tertuang pada : Pasal 6 
Pasal 6 berbunyi : 
Jumlah harga borongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal I Perjanjian 
Pemborongan ini adalah sebesar : 
Kontrak lama : Rp. 25.199.410.000,-
Biaya tambah : Rp. 110.630.000,-
Jumlah : Rp. 25.310.040.000,-
(Dua puluh lima milyar tiga ratus sepuluh juta empat puluh rlbu rupiah) 
Harga borongan tersebut sudah termasuk didalamnya PPN 10% dan pajak-pajak 
yang berlaku, berdasarkan sistem Kontrak Lump sum. 
Penjelasan pasal 6 d.iatas : 
Pasal ini menjelaskan bahwa harga borongan yang harus dibayarkan pihak 
pemilik proyek untuk seluruh Iingkup peketjaan sesuai yang ada d.i kontrak 
adalah sebesar Rp. 25.199.410.000,- untuk nilai kontrak sebelum adanya 
perubahan pekerjaan. Untuk tambahan pekerjaan bemilai Rp. 110.630.000,-
sehingga jumlah akhir yang harus d.ibayarkan pihak pemilik proyek kepada pihak 
kontraktor adalah Rp. 25.310.040.000,· (Dua puluh lima milyar tiga ratus 
sepuluh juta empat puluh ribu rupiah). Perjanjian kontrak ini bersifat kontrak 
Lump sum yaitu suatu kontrak d.imana volume pekerjaan yang tercantum dalam 
kontrak tidak boleh d.iukur uJang atau merupakan kontrak jasa atas penyelesaian 
seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti 
dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjad.i dalarn proses penyelesaian 
pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan 
spesifikasi tidak berubah. Dalarn harga borongan tersebut juga telah dicantumkan 
biaya-biaya lain yaitu pajak-pajak yang berlaku juga termasuk PPn 10%. 
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: Tahap pembayaran 23. Item resiko 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.2912000, UURl no.13/l999, DPU 
Tenuang pada : Pasal9 
Pasal 9 berbunyi : 
CARAPEMBAYARAN 
Pembayaran harga borongan dilakukan secara benabap dengan perincian sebagai 
berikut : 
I. pembayaran penama kepada PIHAK KEDUA berupa uang muka sebesar 
20% (dua puluh prosen) dari harga borongan atau Rp. 5.039.882.000,-
(lima milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua 
ribu rupiah), dilakukan setelah Pe~anjian Pemborongan ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak dan PlHAK KEDUA memberi jaminan uang 
muka sebesar 20% (Dua Puluh Prosen) dari harga borongan atau 
Rp.5.039.882.000,- (lima milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus 
de Iapan puluh dua ribu rupiah). 
2. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan berdasarkan progress yang 
dicapai sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Peke~aan. dengan minimal 
progress 10% (sepuluh prosen) dil"UUaalgi dengan angsuran Uang Muka 
dan retensi 5% (Lima Prosen) dari progress yang dicapai. 
3. Pembayaran terakhir sebesar 5% (Lima Prosen) dari Harga Borongan atau 
Rp. 1.265.502.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta lima 
ratus dua n'bu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah 
peke~aan selasai 100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan 
I, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan Pemelibaraan 
sebesar 5% (Lima Prosen) dari Harga Borongan atau berupa jaminan dari 
Bank Pemerintah atau dari perusahaan yang mempunyai program Surety 
Bond. 
Penjelasan pasal diatas : 
Untuk pembayaran peke~aan pemborongan ini, pihak pernilik proyek 
membayar kontraktor dilakukan dengan cara benabap yang terbagi menjadi tiga 
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tahap yaitu : Pembayaran pe:tama adalah berupa uang muka sebesar 20% dari 
harga borongan atau sejumlah Rp. 5.039.882.000,- dan dilakukan setelah 
Perjanjian Pemborongan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta pihak 
kontraktor harus menyerahkan jaminan uang muka sebesar 20% dari harga 
borongan atau Rp.5.039.882.000,-. Kemudian pembayaran berikutnya akan 
dilakukan berdasarkan progress yang dicapai sesuai dengan Berita Acara 
Kemajuan Pekerjaan, dengan minimal progress 10% setelah dikurangi dengan 
angsuran Uang Muka dan retensi 5% dari progress yang dicapai. Sedangkan 
untuk pembayaran terakhir sebesar 5% dari harga borongan atau Rp. 
1.265.502.000,- dibayarkan kepada pihak kontraktor setelah pekerjaan selasai 
100% yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan I, dan pihak kontraktor 
wajib menyerahkan jarninan Pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan atau 
berupa jaminan dari Bank Pemerintah atau dari perusahaan yang mempunyai 
program Surety Bond. 
24. Item resiko : Jumlah penibayaran yang harus di tahan pada setiap tahap 
(retensi) 
Sumber : PT. PP (Persero ), DPU 
Tertuang pada : Pasal 9.2 
Pasal9.2 berbunyi : 
9.2 Pembayaran selanjutnya akan dilakukan berdasarkan progress yang dicapai 
sesuai dengan Berita Acara Kernajuan Pekerjaan, dengan minimal progress 
10% (sepuluh prosen) dikurangi dengan angsuran Uang Muka dan retensi 
5% (Lima Prosen) dari progress yang dicapai. 
Penjelasan pasal diatas : 
Retensi atau jumlah tertentu yang disebut dalam data kontrak dari setiap 
pembayaran kepada kontraktor sampai diselesaiakannya seluruh pekerjaan, yang 
mana setelah seluruh pekerjaan selesai maka separuh dari jurnlah yang wajib 
dibayarkan kepada kontraktor dan separuh lainnya dibayarkan pada saat masa 
pemeliharaan telah berakhir dan setelah direksi pekerjaan menyatakan bahwa 
semua cacat mutu yang diberitahukan kepada kontraktor sebelum berakhimya 
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masa tersebut telah diperbaiki. Pada pasal mi retensi yang ambit adalah 5% dari 
progress atau prestasi kerja yang dicapai oleh oleh kontraktor dan yang telah 
sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Pekeljaan. 
25. Item resiko : Jangka wak."tu pembayaran 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000, UURI no.18/ 1999, DPU 
Tertuang pada : Pasal9.4 
Pasal 9.4 berbunyi : 
9.4 Pembayaran uang muka, pembayaran prestast bulanan, pembayaran retensi 
dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tagihan diterima oleh 
PIHAK PERTAMA. 
Penjelasan pasal diatits : 
Pada setiap pembayaran untuk pihak kontraktor baik pembayaran uang 
muka, pembayaran prestasi bulanan, atau pembayaran retensi harus dibayarkan 
selambat-lambatnya 7 hari setelah tagihan diterima oleh pihak pemilik proyek. 
26. Item resiko Konsekuensi apabila teljadi keterlambatan pembayaran (mis. 
denda) 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000, DPU 
T ertuang pada : Pasal 12.3 
Pasal 12.3 berbunyi : 
12.3 Dalam hal PIHAK PERT AMA terlambat melakukan pembayaran seperti 
tercantum dalam pasal 9.4 peljanjian ini, maka PIHAK PERTAMA 
dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) perhari dari nilai total yang 
terlambat dibayarkan. 
Penjelasan pasal diatas : 
Apabila pembayaran-pembayaran yang telah disebutkan pada pasal 9.4 
(pembayaran uang muka, pembayaran prestasi bulanan, pembayaran retensi) 
pihak pemilik proyek terlambat membayarkan kepada pihak kontraktor maka 
pihak pemilik proyek wajib membayar denda keterlarnbatan tersebut sesuai 
dengan yang disebutkan pasal 12.3 yaitu denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) 
perhari dari nilai total yang terlambat dibayarkan. 
27. Item resiko 
Sumber 
: Definisi pekerjaan tambahlkurang 
: PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal 17. J/2 
Pasall7.1 dan 17.2 berbunyi: 
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17.1 Yang dimaksud dengan pekeJjaan tam bah ialah pekeJjaan yang 
diperintahkan o1eh P£HAK PERT AMA/Konsultan Pengawas, yang 
sebelurnnya tidak tercantum baik dalam garnbar-gambar maupun da1am 
Rencana KeJja dan Syarat-syarat yang terdapat dalam dokurnen peJjanjian 
ini, termasuk perubahan t~hadap gambar atau syarat-syarat tersebut, 
sehingga menimbulkan perubahanltambahan mutu atau kuantitas 
pekeJjaan. 
17.2 Yang dimaksud dengan pekeJjaan kurang adalah pekerjaan yang 
diperintahkan oleh P£HAK PERTAMA/Konsultan Pengawas, yang 
sebelumnya telah tercantum baik dalam gambar-gambar maupun dalam 
Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen peJjanjian 
ini, termasuk perubahan terhadap gambar atau syarat-syarat tersebut, 
sehingga menimbulkan perubahan/pengurangan mutu atau kuantitas 
pekeJjaan. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pada pasal 17.1 menjelaskan bahwa pekerjaan tambah ialah pekerjaan 
yang diperintahkan oleh pihak pemilik proyek!konsu1tan pengawas, yang 
sebelumnya tidak tercanturn baik dalam gambar-gambar rnaupun dalam Rencana 
Kerja dan Syarat-syarat yang terdapat dalam dokurnen perjanj ian ini, termasuk 
perubahan terhadap gambar atau syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan 
perubahanltambahan mutu atau kuantitas pekerjaan. Sedangkan pasal 17.2 
menjelaskan bahwa pekerjaan kurang adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh 
pihak pemilik proyeklkonsultan pengawas, yang sebelurnnya telah tercanturn 
baik dalam garnbar-garnbar maupun dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
yang terdapat dalam dokumen perjanjian ini, termasuk perubahan terhadap 
gambar atau syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan perubahan atau 
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pengurangan mutu atau kuantitas pekerjaan. 
28. Item resiko : Dasar pelaksanaan pekeljaan tambah/kurang ( mis. persetujuan 
yang diperlukan) 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal 17.3 
Pasal 17.3 berbunyi : 
17.3 perhitungan biaya penambahan/pengurangan pekeljaan dan pembayaran 
biaya penambahan pekerjaan akan dilakukan atas dasar : 
I. Untuk pekeljaan yang tercanturn dalam perincian penawaran, harga 
satuan mengikuti harga satuan dalam perincian harga penawaran. 
2. Untuk pekerjaan-pekerjaan yailg tidak tercantum dalam perincian 
penawaran, harga satuan akan dicantumkan berdasarkan persetujuan 
kedua belah pihak. 
3. Pembayaran biaya pekerjaan tambah dilakukan setelah Addendum 
pekerjaan tambahfkurang ditandatangani. 
Penjelasan pasal 17.3 diatas : 
Pada pekerjaan tambah/kurang ini antara pihak pemilik proyek dan pihak 
kontraktor telah menyepakati dasar pelaksanaan pekerjaan ini atas dasar : 
- Untuk pekerjaan yang tercantum dalam perincian penawaran, harga 
satuan mengikuti harga satuan dalam perincian harga penawaran. 
-
Untuk peketjaan-pekerjaan yang tidak tercantum dalam perincian 
penawaran, harga satuan akan dicantumkan berdasarkan persetujuan 
kedua belah pihak. 
- Pembayaran biaya pekerjaan tambah dilakukan setelah Addendum 
pekerjaan tambah'lrurang ditandatangani. 
Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak tidak 
akan terjadi perselisihan tentang pekerjaan tambah/kurang tersebut. 
29. Item resiko : Dampak pekerjaan tambahfkurang terhadap harga borongan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasall7.4 
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Pasal 17.4 berbur.yi : 
17.4 Pena!llbahan a tau pengurangan pekerjaan akan dituangkan dalam 
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
perjanjian ini dan harus sudah disahkan sebelum nilai prestasi phisik 
sama dengan nilai harga borongan. 
Penjelasan pasal 17.4 diatas : 
Pada pasal ini tidak d.ijelaskan secara rinci apakah harga borongan 
menjadi berubah menjadi bagaimana, akan tetapi penambahan atau pengurangan 
pekerjaan harus segera dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan harus sudah disahkan sebe1um ni1ai 
prestasi phisik sama dengan ni1ai harga borongan karena dikhawatirkan pihak 
pe1aksana pekerjaan!pihak kontraktor yang akan dirugikan bila pekerjaan 
tambahlkurang tersebut telah selesai tanpa adanya ikatan yang kuat (Addendum). 
Tetapi pada addendum kontrak ini pada pasal 6 tentang harga borongan telah 
diuraikan secara lebih rinci bahwa ada nilai pekerjaan tambah. 
30. Item resiko : Cara pembayaran pekeljaan tambah/kurang 
Sumber PT. PP (Persero ), DPU 
Tertuang pada : Pasal 17.3.3 
Pasal 17.3.3 berbunyi: 
Pembayaran biaya pekeJjaan tambah d.ilakukan setelah Addendum pekeljaan 
tambah!lcurang ditandatangani. 
Penjelasan pasa1 diatas : 
Menurut pasa1 17.3.3 je1as menyebutkan bahwa pembayaran biaya 
pekerjaan tambah dibayarkan setelah Addendum pekeljaan tambahlkurang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
31. Item resiko : Hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran peljanjian 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasa114.2; 14.3; 14.5 
Pasal-pasal tersebut berbunyi : 
14.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri petjanjian ini secara sepihak 
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dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
KEDUA, dengan didahului peringatan tenulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang wal"tll empat betas ( 14) hari dalam hal 
PIHAK KEDUA : 
(a) menyerahkan pelaksanaan seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, atau 
(b) dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah tanggal mulai pekerjaan 
tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini tidak atau belum melaksanakan 
pekerjaan, atau 
(c) dalam waktu tiga puluh (30) hari berturut-turut sama sekali 
menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang wajar, atau 
(d) menolak atau mengabaikan perintah tertulis dari Konsultan 
Manajemen Konstruksi untuk membongkar atau menyingkirkan 
pekerjaan a tau bahanlbarang yang tidak memenuhi syarat-syarat 
/spesifikasi perjanjian ini, atau 
(e) karena kelalaian terlarnbat dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga 
ganti-rugi kelambatan melampaui batas maksimum tersebut dalam 
pasa120. l. 
14.3 perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dalarn hal PIHA.K KEDUAjatuh 
pailit, atau mengajukan petisi atas kepailitannya., atau menyerahkan 
pekerjaannya sebagai jaminan kepada kreditumya., atau sebagai badan 
usaha melak-ukan likwidasi (kecuali likwidasi suka rela untuk maksud 
penggabungan atau reorganisasi), atau telah dilakukan penyitaan atas 
barang-barangnya. 
14.5 PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak 
dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
PERTAMA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang waktu empat bclas (14) hari dalam hal : 
(a) PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK 
KEDUA sesuai dengan ketentuan pasal9.4 peJjanjian ini, atau 
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(b) PIHAK PERTAMA menghambat penerbitan Berita Acara manapun 
yang seharusnya telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan perjanjian 
ini, atau 
(c) Pelaksanaan seluruh atau sebagian besar pekerjaan terhenti selama tiga 
puluh (30) hari berturut-turut karena : 
1. keadaan memaksa , atau 
n. perintah penghentian/penundaan pelaksanaan pekerjaan yang 
diberikan oleh PIHAK PERTAMNkonsultan pengawas bukan 
karena kesa1ahan PIHAK KEDUA, atau 
iii. ke1a1aian atau kelambatan PIHAK PERTAMNkonsu1tan pengawas 
dalam memberikan instruksi, gambar, informasi, persetujuan yang 
diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk me1aksanakan pekerjaan, 
a tau 
iv. kelalaian atau kelambatan pihaklkontraktor lain (bila ada) yang 
dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 
Penjelasan pasal 14.2; 14.3; 14.5 diatas: 
Menurut pasal 14.2, hal-hal yang dapat menyebabkan pengakhiran 
perjanjian ini adalah apabila pihak kontraktor melanggar beberapa hal berikut ini, 
yaitu seperti : menyerahkan pelaksanaan seluruh pekerjaan kepada pihak lain 
tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemilik proyek, dalam waktu tiga puluh (30) 
hari setelah tanggal mulai pekerjaan tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini tidak 
atau belum melaksanakan pekerjaan atau dalam waktu tiga puluh (30) hari 
berturut-twut sama sekali menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang wajar, 
menolak atau mengabaikan perintah tertu1is dari Konsultan Manajemen 
Konstruksi unruk membongkar atau menyingkirkan pekerjaan atau bahanlbarang 
yang tidak memenuhi syarat-syarat/spesifikasi perjanjian ini, karena kelalaian 
terlambat dalam meoyelesaikan pekerjaan sehingga ganti-rugi kelambatan 
melampaui batas maksimum tersebut dalam pasal 20 yaitu tentang adanya 
kenaikan harga bahan, upah ,dan alat selama pelaksanaan pekerjaan. 
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Sedangkan pasal 14.3 menjelaskan pengakhiran perjanjian disebabkan 
pihak kontraktor jatuh pailit atau menyerahkan pekerjaannya sebagai jaminan 
kepada kreditumya, atau sebagai badan usaha melakukan likwidasi (kecuali 
likwidasi suka rela untuk maksud penggabungan atau reorganisasi), atau telah 
dilakukan penyitaan atas barang-barangnya. 
Untuk pasal 14.5 ini, pengakhiran perjanjian ini lebih disebabkan pihak 
pemilik proyek tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak kontraktor sesuai 
dengan ketentuan pasal 9.4, pernilik proyek menghambat penerbitan Berita Acara 
manapun yang seharusnya telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan petjanjian 
ini, pelaksanaan seluruh atau sebagian besar peketjaan terhenti selarna tiga puluh 
(30) hari berturut-turut karena keadaan memaksa, perintah penghentian 
/penundaan pelaksanaan peketjaan bukan karena kesalahan pihak kontraktor, 
kelalaian a tau kelambatan pemilik proyeklkonsul tan pengawas dalam 
memberikan instruksi, garnbar, informasi, persetujuan yang diperlukan oleh 
kontraktor untuk melaksanakan peketjaan, kelalaian atau kelambatan pihak 
/kontraJ . -1or Jain (bila ada) yang dipeketjakan oleh pemilik proyek dalam 
melaksanakan pekerjaannya. 
32. Item resiko : Hak untuk mengakhiri perjanjian 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal 14.2; 14.5 
Penjelasan pasal tersebut : 
Untuk pasal 14.2 dan 14.5 telah diwaikan pada penjelasan sebelumnya, 
maka disini hanya menjelaskan bahwa menurut pasal 14.2 yang berhak untuk 
mengakhiri petjanjian adalah pihak pemilik proyek sebagai pihak pertama karena 
kesalahan- kesalahan oleh pihak kontraktor. Sedangkan pada pasal 14.5 adalah 
kebalikan dari pasal 14.2 yaitu yang berhak untuk mengakhiri petjanjian adalah 
pihak kontral'tor sebagai pihak pertama karena kesalahan- kesalahan oleh pihak 
pemilik proyek. 
33. Item resiko : Konsekuensi dari pengakhiran petjanjian 
Sumber : PT. PP (Persero) 
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Tenuang pada : Pasal 14.6 
Pasal 14.6 berbunyi : 
14.6 Apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebagaimana yang dimaksud da1am 
ayat 14.5 pasal ini, maka: 
(a) PIHAK K.EDUA, dengan mencegah terjadinya kecelak.aan terhadap 
manusia sena kerusakan terhadap harta benda dan pekerjaan, berhak 
untuk memindahkan bangunan sementara, peralatan, perkakas dan 
bahanlbarang miliknya ke luar lokasi pekerjaan. 
(b) PLHAK PERT AMA harus membayarkan kepada PIHAK K.EDUA : 
1. seluruh nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan hingga saat 
berakhimya perjanjian ini; 
11. nilai bahanlbarang yang telah didatangkan dan belum dipasang 
sena ditinggalkan di lokasi pekerjaan; 
iii. biaya bahan atau barang yang Ielah dipesan dan Ielah atau harus 
dibayar oleh PIHAK K.EDUA, dengan ketentuan bahwa setelah 
pembayaran PIHAK PERTAMA bahanlbarang tersebut menjadi 
milik PIHAK PERT AMA; 
iv. biaya pemindahan ke luar lokasi pekerjaan (termasuk biaya 
pencegahan kecelakaan dan kerusakan tersebut pada butir (a) ayat 
ini); 
v. segala biaya atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatkan 
oleh pengakhiran perjanjian ini. 
Penjelasan pasal diatas : 
Apabila dalam suatu perjanjian 1erjadi pengakhiran/pemutusan peketjaan 
maka menurut pasal ini pihak pemilik proyek harus membayar pihak kontraktor 
untuk seluruh peketjaan yang telah dilaksanakan hingga berakhimya perjanjian 
peketjaan ini dan untuk nilai bahanlbarang yang telah didatangkan dan belum 
dipasang serta ditinggalkan di lokasi peketjaan juga biaya bahan atau barang 
yang telah dipesan dan telah atau harus dibayar oleh pihak kontraktor dengan 
ketentuan bahanlbarang tersebut menjadi milik pihak pemilik proyek, selain itu 
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semua biaya pemindahan ke luar lokasi pekerjaan {termasuk biaya pencegahan 
kecelakaar dan kerusakan terhadap harta benda dan pekeljaan) serta segala biaya 
atau kerugian pihak kontraktor yang diakibatkan oleh pengakhiran peljanjian ini. 
Jadi baik pemilik proyek maupun kontraktor mempunyai konsekuensi masing-
masing sesuai dengan kewajibannya dalam peljanjian pekeljaan ini. 
34. Item resiko Spesifikasi dan negosiasi pekeljaan tertentu yang disepakati 
antar pernilik proyek dan sub-kontraktor 
Surnber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal18 
Pasal 18 berbunyi : 
SUB KONTRAKTOR 
18.1 Pada dasamya PIHAK KEDUA wajib bekelja sama dengan Sub Kontrak--tor 
(pengusaha Golongan Ekonomi Lemah setempat) sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
18.2 PfHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pekeljaan yang diserahkan 
kepada Subkontraldor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan 
antara PfHAK KEDUA dengan Subkontraktor. 
Penjelasan pasal 18 diatas : 
Subkontraktor sebagai pengusaha kecil diberi kesempatan untuk bekelja 
sam a dengan pihak kontraktor utarna, dengan masing-masing bidang keahlian 
yang dimiliki sub kontraktor tersebut. Pihak kontraktor utama juga bertanggung 
jawab penuh atas !'Ckeljaan-pekeljaan yang diserahkan pada sub kontraktor. 
35. Item resiko : Tanggung jawab kontraktor utarna atas mutu pekeljaan sub 
kontraktor 
Somber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal 18.2 
Penjelasan pasal 18.2 : 
Seperti bunyi pasal tersebut, pihak kontraktor utarna bertanggung jawab 
penuh atas mutu pekeljaan-pekeljaan yang diserahkan pada sub kontraktor. Oleh 
karena itu kontraktor utarna harus lebih selektif dalam memilih subkontraktor. 
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36. Item resiko : Arbitrase atau badan hukum yang ditunjuk untuk menyelcsaikan 
perselisihan yang tidak dapat diselesaikan seca.ra musyawarah 
Sumber : PT. PP (Persero ), PP no.29/2000, DPU, UURI no.IS/1999 
Tertuang pada : Pasal22.2 
Pasal 22.2 berbunyi : 
22.2 Dalam hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah 
pihak sepakat untuk menyerah.kan penyelesaian perselisihan tersebut 
kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI), dimana keputusan 
BANI merupakan keputusan final dan mengikat kedua belah pihak, dan 
kedua belah pihak sepakat tidak akan melakukan upaya-upaya hukum 
lainnya 
Penjelasan pasal diatas : 
Dalam pasal ini disebutkan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat 
diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka antara pemilik proyek dan 
kontraktor sepakat menyerah.kan penyelesaian perselisihan tersebut kepada badan 
arbitrase a tau bad an hukum yang ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk 
menyesaikan perselisihan tersebut. Untuk kontrak yang berlaku di Indonesia 
telah tersedia Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI). 
37. Item resiko : Penyesuaian harga, ada tidaknya perubahan harga bahan, upah, 
dan alat sesuai kondisi pasar 
Sumber : PT. PP (Persero), Iman Soeharto, DPU 
Tertuang pada : Pasal20 
Pasal 20 berbunyi : 
PENYESUAIAN HARGA 
Adanya kenaikan harga bahan, upah, alat selama masa pelaksanaan pekerjaan 
diatur sesuai peraturan yang berlaku pada Keppres no. SO tahun 2003. 
Penjelasan pasal 20 diatas : 
Dalarn pasal tersebut dijelaskan bahwa penyesuaian harga bahan. upah. 
dan alat selarna masa pelaksanaan peketjaan diatur sesuai dengan peraturan yang 
berlaku pada Keppres no. SO tahun 2003 
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38. Item resiko : Kenaikan atau pengurangan volume suatu pekerjaan yang 
termasuk didahm kontrak 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal 17.4 
Pasal 17.4 berbunyi : 
17.4 Penambahan a tau pengurangan peke.rjaan akan dituangkan dalam 
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian 
ini dan harus sudah disahkan sebelum nilai prestasi phisik sama dengan 
nilai harga borongan. 
Penjelasan pasal tersebut : 
Kenaikan dan pengurangan volume suatu pekerjaan akan dituangkan pada 
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petjanjian ini dan 
disetujui dan disahkan oleh kedua belah pihak. 
39. Item resiko : Kebangkrutan , kepailitan, dilikuidasi 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Tcrtuang pada : Pasal 14.3 
Pasal 14.3 berbunyi : 
14.3 perjanjian ini dengan sendirinya berakhir dalam hal PrHAK KEDUA jatuh 
pailit, atau mengajukan petisi atas kepailitannya, atau menyerahkan 
peketjaannya sebagai jaminan kepada kreditumya, atau sebagai badan 
usaha melakukan likwidasi (kecuali lik"Widasi suka rela untuk maksud 
penggabungan atau reorganisasi), atau telah dilalcu.kan penyitaan atas 
barang-barangnya. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila pihak kontraktor jatuh pailit atau 
bangkrut serta dilikuidasi, maka secara otomatis petjanjian pemborongan ini akan 
berakhir dengan sendirinya. Akan tetapi akan terhindar apabila pihak kontraktor 
secara sukarela melakukan likuidasi untuk maksud penggabungan a tau 
reorganisasi, dimana dengan cara begitu pihak kontraktor dapat menyelamatkan 
badan usahanya. 
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40. Item resiko : Koordinasi pelaksanaan 
Sumber : !man Soeharto 
Tertuang pada : Pasal 3.1 
Pasal 3. I berbunyi : 
3.1 Untuk koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung sebagaimana 
tersebut pada pasal 1 peijanjian pemborongan ini PIHAK PERTAMA 
menunjuk konsultan pengawas yang bertindak sesuai kewenangannya dan 
akan diberitahukan secara tertulis kepada PJHAK KEDUA. 
Penjelasan pasal diatas : 
Untuk segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekeijaan harus ada 
koordinasi dengan pemilik proyek, oleh karena itu pihak j>emilik proyek 
menunjuk suatu badan usaha yang berlaku sebagai konsultan pengawas yang 
bertindak sesuai dengan kewenangannya dan akan diberitahukan secara tertulis 
pad a pihak kontraktor, dengan begitu diharapkan pihak kontraktor bisa 
berkoordinasi dalarn pelaksanaan pekeijaan dengan konsultan pengawas apabila 
ada hal-hal yang k"UJ'ang jelas. 
4 1. Item resiko : Ketepatan pengadaan material dan peralatan (volume, jadwal, 
harga, kualitas) 
Sumber : Iman Soeharto, PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasa\16.1 
Pasal 16.1 berbunyi : 
16.1 Semua material dan alat-alat keija yang diperlukan sehubungan dengan 
pelaksanaan pekeijaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 peijanjian ini 
harus disediakan oleh dan menjadi tanggungjawab PlHAK KEDUA. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pengadaan material dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan 
pekeijaan yang menyangkut volume, jadwal , harga, dan kualitas merupakan 
kewajiban dan tanggungjawab pibak kontraktor. 
42. Item resiko : Tersedianya tenaga ahli dan penyelia 
Sumber : !man Soeharto, PP no.29/2000, UURI no.l8/ l999 
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Tertuang pada : Pasal 16.2 
Pasal 16.2 berbunyi : 
16.2 PfHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja yang cakap, terampil 
dan berpengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan 
sebagaimana terse but pada pasal I perjanj ian ini 
Penjelasan pasal diatas : 
Dalam hal penyediaan tenaga kerja lapangan maka pihak kontraktor yang 
harus menyediakan tenaga kerja yang cakap, terampil dan berpengalaman 
sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan relatiflebih aman dan lebih efektif. 
43. Item resiko : Kurang jelas dan interpretasi yang berbeda pada kontrak 
Sumber : I man Soeharto, DPU 
Tertuang pada : Pasal 2. 5 
Pasal 2.5 berbunyi : 
2.5 Seluruh dokumen yang ada dalam surat perjanjian ini bersifat sating 
melengkapi, dan apabila di dalamnya terdapat ketidakcocokan, perbedaan, 
atau ketidakjelasan, maka PIHAK KEDUA harus mengadakan koordinasi 
dengan PIHAK PERTAMA dengan hasil tidak mengubah Dokumen 
Kontrak dan sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut : 
a. lnstruksi dari Konsultan Pengawas 
b. Surat Perjanjian Pemborongan berik"Ut lampiran dan Addendumnya 
(bila ada) 
c. Surat perintah kerja 
d. Berita Acara Klarifikasi dan Negoisasi 
e. Berita Acara Aanwizj ing 
f. Spesifikasi Teknik dan Administrasi 
g. Gambar-gambar pelaksanaan (dengan urutan gambar Detail lebih 
dahulu kemudian gambar skala kecil) 
h. Gambar-gambar kontrak yang dipakai sebagai dasar perhitungan 




Penjelasan pasal 2.5 diatas : 
Dalam menafsirkan syarat-syarat kontrak ini, kata-kata yang bersifat 
tunggal juga berarti majemuk dan seba\iknya. Judul-judul serta acuan silang 
antara pasal-pasal tidak memiliki arti yang menentukan. Kata-kata yang 
digunakan dalam kontrak mempunyai arti yang lazim, kecuali diuraikan secara 
khusus. Oleh sebab apabila ada kekurangjelasan, perbedaan, atau ketidakcocokan 
antara pemilik proyek dan kontraktor maka kedua belah pihak harus mengadakan 
koordinasi dengan tidak mengubah dokumen kontrak dan sesuai dengan urutan 
prioritas yang disebutkan dalam pasal ini. 
44. Item resiko 
Sumber 
: Pengaturan change order 
: lman Soeharto 
Tertuang pada : Pasal 14.4; 15.2 
Pasal 14.4 berbunyi : 
14.4 Apabila terjadi pengakhiran perjanjian sebagimana yang dimaksud dalam 
ayat 2 dan 3 pasal ini maka PIHAK PERT AMA berhak menunjuk 
pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk 
menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal demikian, PIHAK KEDUA harus 
menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua ars1p gambar, 
perhitungan dan keterangan Jainnya yang berhubungan dengan perjanjian 
ini Jika sisa harga borongan yang belum dibayarkan kepada PIHAK 
KEDUA lebih besar daripada biaya penye\esaian pekerjaan maka 
selisihnya harus dibayarkan oleh PIHAK PERT AMA kepada PIHAK 
KEDUA Jika biaya penyelesaian pekerjaan lebih besar daripada sisa harga 
b0rongan yang belum dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK 
KEDUA harus membayarkan selisihnya kepada PIHAK PERT AMA. 
Pasal 15.2 berbunyi : 
15.2 Apabila PIHAK KEDUA gaga! dalam menjalankan perintah/instruksi, 
PffiAK PERTAMA berwenang untuk mempekerjakan dan membayar 
PIHAK KETIGA untuk melaksanakan perintah/instruksi tersebut diatas 
atas beban PIHAK KEDUA dengan biaya yang ditentukan oleh PIHAK 
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PERTAMA melalui usulan Konsultan Pengawas dimana biaya tersebut 
akan dipotongkan dari pembayaran-pembayaran yar.g seharusnya menjadi 
hak PIHAK KEDUA 
Penjelasan pasal 14.4 dan 15.2 diatas: 
Pada pasal 14.4 menerangkan bahwa apabila teljadi pengakhiran perjanjian 
seperti yang tercantum dalam pasal 14.2 dan 14.3 maka pihak pemilik proyek 
berhak menunjuk kontraktor/pemborong lain sesuai dengan ' kehendak dan 
pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu pihak 
kontraktor (pihak kedua) harus menyerahkan semua arsip gambar, perhitungan 
dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini kepada pihak 
pemilik proyek. Untuk sisa harga borongan yang belum dibayarkan kepada pihak 
kontraktor lebih besar daripada biaya penyelesaian pekerjaan maka selisihnya 
harus dibayarkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor dan jika biaya 
penyelesaian pekerjaan lebih besar daripada sisa harga borongan yang bel urn 
dibayarkan kepada kontraktor maka kontraktor harus membayarkan selisihnya 
kepada pemilik proyek. 
Sedangkan pasal 15.2 menjelaskan apabila pihak kontraktor gaga! dalam 
menjalankan perintah/instruksi, maka pihak pemilik proyek berwenang untuk 
mempekerjakan dan membayar pihak ketigalkontrak"tor lain untuk melaksanakan 
perintahlinstruksi tersebut diatas atas beban pihak kontraktor dengan biaya yang 
ditentukan oleh pemilik proyek melalui usulan Konsultan Pengawas dimana 
biaya tersebut akan dipotongkan dari pembayaran-pembayaran yang seharusnya 
menjadi hak pihak kontraktor. 
45. Item resiko 
Sumber 
: Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal kegagalan 
dalam pelaksanaan pekerjaan 
: Keppres no.S0/2003, PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal 15.2 
Penjelasan pasal 15.2 
Seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya (no.44) bahwa 
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan 
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apabila gaga! dalam melaksanakan pekerjaan. Maka jika pihak kontraktor telah 
gaga I dalam menjalankan perintahlinstruksi yang dJ"berikan oleh pemilik proyek, 
maka pemilik proyek mempunyai wewenang untuk mempekerjakan pihak/ 
kontral..1or lain untuk melaksanakan perintahlinstruksi tersebut, dengan biaya 
yang ditentukan oleh pemilik proyek melalui usulan konsultan pengawas yang 
mana biaya tersebut dipotongkan dari pembayaran-pembayaran yang seharusnya 
menjadi hak pihak kontraktor. 
46. Item resiko 
Sumber 
: Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, 
jabatan, dan alamat 
: Keppres no.S0/2003, PP no.2912000, UURl no. I 8/1999 
Tertuang pada : awal kontrak 
Bunyi awal kontrak yaitu : 
Pada hari senin tanggal sembilan belas bulan juli tahun dua ribu empat, yang 
bertanda tangan di bawah ini : 
I. Nama : Djoko Sutrisno, SH, MM 
Jabatan 
Alamat 
: Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian 
Timur I 
: Jl. Dinoyo No. I I I Surabaya 
Berdasarkan Surat Keputusan No KEP.36/WJPI2003 tanggal 29 desember 
2003, telah ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek Prasarana Fisik Direl.:torat 
Jenderal Pajak jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Pemerintah Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai 
Pffi.AK PERT AMA. 
2. Nama 
Jabatan 
: Jr. Wilton molumbot 
: Kepala Cabang VI 
Nama Badan Usaha : PT. PP (Persero) 
Alamat Badan Usaha : Jl. lb Simatupang 57, Pasar Rebo Jakarta 
Berdasarkan akte Notaris !mas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta No.J9 tanggal29 
September 1999, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PP (persero), 
yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
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Penjelasan diatas : 
Pemyataan diatas sudah sangat jelas menerangkan tentang para pihak yang 
menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat sehingga tidak 
perlu dijelaskan lagi secara rinci. 
47. Item resiko : Tingkat kemajuan disertai dokumen foto dari berbagai pekerjaan 
di lapangan 
Sumber : PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal 10.3; 10.5 
Pasal 10.3 & 10.5 berbunyi : 
10.3 Berdasarkan Laporan Mingguan tersebut dalam ayat 2 diatas, dibuat 
laporan bulanan yang memuat hal-hal yang bel urn termuat dalam laporan 
mingguan dan perbandingan setiap kegiatan dalam laporan tersebut 
terhadap bagan kemajuan pekerjaan yang dilengkapi dengan foto-foto 
perkembangan kegiatan pekerjaan 
10.5 PIHAK KEDUA wajib membuat dokumen foto dari berbagai kegiatan 
pekerjaan dengan penjelasan-penjelasan yang lengkap. 
Penjelasan pasall0.3 & 10.5 diatas: 
Setiap ada tingkat kemajuan dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya 
dilengkapi dan disertai dokumen foto dari berbagai pekerjaan di lapangan. Maka 
pada kedua pasal tersebut diterangkan bahwa pihak kontraktor wajib membuat 
membuat dokumen foto dari berbagai kegiatan pekerjaan dengan penjelasan-
penjelasan yang lengkap. Begitu juga dengan penyusunan laporan bulanan 
memuat hal-hal yang belum termuat dalam laporan mingguan dan perbandingan 
setiap kegiatan dalam laporan tersebut terhadap bagan kemajuan pekerjaan yang 
dilengkapi dengan foto-foto perkembangan kegiatan pekerjaan. 
48. Item resiko : Tempat dan jangka waktu penyelesaian I penyerahan dengan 
disertai jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta 
syarat-syarat penyerahan 
Sumber : Keppres no.S0/2003, DPU, PP no.29/2000 
Tertuang pada : Pasal4.1 
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Pasal 4 . I berbunyi : 
4. I Ja11gka wa) .. ;tu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % (seratus prosen) 
yang disebut dalam pasal I perjanjian ini ditetapkan selama 165 (seratus 
enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Surat penunjukan Penyedia 
Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan dari PIHAK PERTAMA. 
Penjelasan pasal diatas : 
Pada pasal Jill hanya dijelaskan waktu penyelesaian pelaksanaan 
pekerjaan sampai 100% yaitu selama 165 hari kalender terhitung sejak Sural 
penunjukan Penyedia Barang/J~ (SPPBJ) diterbitkan dari pihak pemilik proyek 
sedangkan tempat penyerahan tidak disebutkan apalagi tidak disertai dengan 
jadwal waktu penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat 
penyerahan. 
49. Item resiko : Masalahjaminan, guaranty, dan waranty, asuransi 
Sumber : Keppres no.S0/2003, lman Soeharto, DPU, PP no.29nooo 
Tertuang pada : Pasal 7; 8; 19 
Pasal-pasal tersebut berbunyi : 
PASAL 7 
JAMTNAN PELAKSANAAN 
7.1 PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Jarninan pelaksar,9all dalam 
bentuk Jaminan dari Bank Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi yang 
mempunyai Program Surety Bond, sebesar 5% (lima prosen) dari harga 
borongan atau Rp.l.259.970.500,- (satu milyar dua ratus lima puluh 
sembilan juta sembilan ratus tujuh pulh ribu lima ratus rupiah). 
7.2 Jaminan pelaksanaan tersebut akan diserahkan kembali oleh PIHAK 
PERT AMA kepada PIHAK KEDUA pada saat Penyerahan Pertama 
Pekerjaan. 
7.3 Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat diatas dapat dicairkan PIHAK 
PERTAMA secara langsung apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri 
setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini dan atau apabila terjadi 
pemutusan perjanjian. 
I PASAL8 
JAMINAN UANG MUKA 
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8.1 PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan 
uang muka berupa jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah atau 
dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Surety Bond, sebesar 
20% (dua puluh prosen) dari harga borongan atau Rp. 5.039.882.000,- (lima 
milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu 
rupiah). 
8.2 Jaminan Uang Muka pada ayat I tersebut diatas akan dikembalikan kepada 
Pll-IAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melunasi pengembalian Uang 
Muka dengan cara pemotongan setiap pembayaran term in. 
PASAL 19 
ASURANSJTENAGAKERJA 
PDiAK KEDUA harus menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja yaitu 
dengan memenuhi kewajiban mengikuti program Asuransi Tenaga Kerja 
(ASTEK) sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. 
Penjelasan pasal 7; 8; 19 diatas : 
Pada pasal 7 roenjelaskan bahwa pihak kontraktor wajib roenyerahkan 
Jaminan pelaksanaan dalam bentuk Jaminan dari Bank Pemerintah atau dari 
Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Surety Bond, sebesar 5% (lima 
prosen) dari harga borongan atau Rp. l.259.970.500,- dan jaminan tersebut akan 
diserahkan kembal i pada saat Penyerahan Pertama Pekeijaan. Jaminan 
Pelaksanaan tersebut dapat dicairkan pemilik proyek secara langsung apabila 
kontraktor mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini dan 
apabila terjadi pemutusan perjanjian. 
Pada pasal 8 menjelaskan bahwa pihak kontraktor menyerahkan kepada 
pemilik proyek jaminan uang muka berupa jaminan yang dikeluarkan oleh Bank 
Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Surety 
Bond, sebesar 20% (dua puluh prosen) dari harga borongan atau Rp. 
5.039.882.000,- dan akan dikerobalikan setelah pihak kontraktor melunasi 
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pengembalian uang muka dengan cara pemotongan setiap pembayaran termin. 
Pada pasal 19 menjelaskan bahwa pihak kontraktor harus menjarnin 
keselamatan dan kearnanan para pekerja yaitu dengan memenuhi kewajiban 
mengH;uti program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan ketentuan 
pemerintah yang berlaku. 
50. Item resiko Ketentuan tentang cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak 
tidak rnemenuhi kewajibannya 
Sumber : Keppres no.S0/2003, PP no.29!2000, UURI no.IS/1999 
Tertuang pada : Pasal12; 14.2; 14.5 
Penjelasan pasal 12 : 
Pasal 12 menerangkan tentang DENDA KETERLAMBATAN, pada 
penjelasan ini tidak perlu dituliskan lagi bunyi dari pasal 12 karena pada 
penjelasan- penjelasan sebelumnya sudah ditulis. Denda keterlarnbatan disini 
menyangkut apabila pihak kontraktor terlambat menyerahkan pekerjaan rnaka 
kontraktor waj ib membayar denda atau ganti rugi pada pemilik proyek sebesar 1 
0/00 (satu per mil) dari harga borongan setiap hari kelambatan dengan maksimal 
sebesar 5% dari harga borongan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bila apabila 
kelambatan pckerjaan disebabkan force majeure, di luar kesalahan kontraktor, 
atau perpanjangan wak"tu yang disetujui pemilik proyek. Begitu juga apabila 
pemilik proyek terlarnbat membayar pihak kontraktor, maka pihak pemilik 
proyek dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu per mil) perhari dari nilai total yang 
terlambat dibayarkan. 
Pada pasal 14.2 pihak kontraktor melanggar beberapa hal berikut ini, yaitu 
seperti : menyerahkan pelaksanaan seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa 
persetujuan tertulis dari pihak pemilik proyek, dalam waktu riga pu!uh (30) hari 
setelah tanggal mulai pekerjaan tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini tidak atau 
belum melaksanakan pekerjaan atau dalam v.'3.l.."tu tiga puluh (30) hari berturut-
turut sama sekali menghentikan pekerjaan tanpa alasan yang wajar, menolak atau 
mengabaikan petintah tertulis dari Konsultan Manajemen Konstruksi untuk 
membongkar atau menyingkirkan pekerjaan atau bahanlbarang yang tidak 
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memenuhi syarat-syaratispesifikasi perJanjian ini, karena kelalaian terlambat 
dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga ganti-rugi kelambatan melampaui batas 
maksimum. 
Pada pasal 14.5 pihak pemilik proyek tidak melaksanakan pembayaran 
kepada pihak kontraktor sesuai dengan ketentuan pasal 9.4, pemilik proyek 
menghambat penerbitan Berita Acara manapun yang seharusnya telah diterbitkan 
sesuai dengan ketentuan peJjanjian ini, pelaksanaan seluruh atau sebagian besar 
pekerjaan terhenti selama tiga puluh (30) hari berturut-turut karena keadaan 
memaksa, perintah penghentianlpenundaan pelaksanaan pekerjaan bukan karena 
kesalahan pihak kontraktor, kelalaian atau kelambatan pemilik proyek!konsultan 
pengawas dalam memberikan instruksi, gambar, informasi, persetujuan yang 
diperlukan oleh kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan, kelalaian atau 
kelambatan pihak /kontraktor lain (bila ada) yang dipekerjakan oleh pemilik 
proyek dalam melaksanakan pekerjaannya. 
51. Item resiko 
Sumber 
: Pengawasan pelaksanaan pekeJjaan konstruksi 
: PP no.28/2000 
Tertuang pada : Pasal3 
Pasal 3 berbunyi : 
PENGAWAS PEKERJAAN 
3.1 Untuk koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung sebagaimana 
tersebut pada pasal I perjanjian pemborongan ini PIHAK PERTAMA 
menunjuk konsultan pengawas yang bertindak sesuai kewenangannya dan 
akan diberitahukan secara tertulis kepada PlHAK KEDUA. 
3.2 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan Surat 
Perjanjian ini akan mendapat pengarahan-pengarahan dan keputusan-
keputusan dari konsultan pengawas dengan mengingat ketentuan ayat 3.1 
diatas. 
Penjelasan pasal 3 diatas : 
Pada pekerjaan konstruksi pihak pemilik proyek menunjuk konsultan 
pengawas yang bertindak untuk mengawasi se1ama pelaksanaan proyek berjalan, 
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<bl selanjutnya pihak kontraktor akan diberitahukan secara tertulis tenrang 
keberadaan konsultan pengawas !ersebut. Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan lingkup pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian ini, pihak kontraktor 
akan mendapatkan pengarahan-pengarahan dan keputusan-keputusan dari 
konsultan pengawas. 
52. Item resiko 
Sumber 
: Keterlambatan instruksilkeputusan 
: PT. PP (Persero) 
Tertuang pada : Pasal4.3.b; 14.5.c(iii) 
Pasal 4.3.b berbunyi : 
4.3 jika keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh satu atau lebih di 
antara sebab-scbal> berikut ini : 
(b) kelalaian PIHAK PERTAMA /konsultan pengawas dalam 
menyampaikan instruksi atau memberikan persetujuan yang 
diperlukan PIHAK KEDUA tepat pada wakunya. 
Pasal 14.5.e(iii) berbunyi : 
14.5 PIT-IAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak 
dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
PERTAMA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang waktu empat belas (14) hari dalam hal: 
(c) Pelaksanaan seluruh atau sebagian besar pekerjaan terhenti selama tiga 
puluh (30) hari berturut-turut kareoa : 
iii. kelalaian atau kelambatan PIHAK PERTAMA/konsultan pengawas 
dalam memberikan instruks~ gambar, informasi, persetujuan yang 
diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan 
Penjelasan pasal-pasal diatas : 
Banyak keterlambatan-keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pemilik 
proyek karena keterlambatan instruksi/kcputusan yang diambil , diantaranya : 
Pasal 4.3.b : kelalaian pemilik proyeklkonsultan pengawas dalam menyampaikan 
instruksi atau memberikan persetujuan yang diperlukan kontraktor tepat pada 
waktunya. 
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Pasal 14.5.c(iii): kelalaian atau kelambatan pemilik proyek lkonsultan pengawas 
dalam memberikan instruksi, gambar, informasi, persetujuan yang diperlukan 
oleh kontraktor untuk melaksanakan pekeljaan 
53. Item resiko : Peringatan dini 
Surnber : DPU 
Tertuang pada : Pasal 14.2; 14.5 
Pasa114.2 & 14.5 berbunyi: 
14.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk rnengakhiri peljanjian ini secara sepihak 
dengan rnemberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
KEDUA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang wak'iu empat belas (14) hari 
14.5 PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Peljanjian ini secara sepihak 
dengan memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK 
PERTAMA, dengan didahului peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali 
berturut-turut dengan tenggang waktu empat belas (14) hari 
Penjelasan kedua pasal diatas : 
Peringatan dini adalah peringatan mengenai kemungkinan teljadinya 
peristiw·a-peristiwa yang tertentu atau keadaan-keadaan yang dapat berakibat 
buruk terhadap mutu pekeljaan, kenaikan harga kontrak atau menunda rencana 
tanggal penyelesaian. Pada kedua pasal ini baik kontraktor maupun pemilik 
proyek sarna-sarna memberitahukan secara tertulis hal-hal yang dapat 
mengganggu kelangsungan pelaksanaan pekeljaan, untuk lebih rincinya dapat 
dibaca pada pasal tersebut secara keseluruhan. 
54. Item resiko : Pekeljaan harlan 
Sumber :DPU 
Tertuang pada : PasallO.l; 10.2 
PasaliO.I & 10.2 berbunyi: 
10.1 PIHAK KEDUA harus membuat laporan harlan yang berisi catatan-catatan 
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekeljaan. 
10.2 Laporan harlan tersebut dalam ayat 1 harus dilaporkan setiap minggu 
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sebagai laporan rningguan yang memuat antara lain : prestasi pekerjaan, 
catatan teknis, pennohonan-permohonan. perubahan-perubahan dan lain-
lam. 
Penjelasan pasal 10. 1 & 10.2 diatas : 
Unruk pekeiJaan harian, kontral..-tor harus membuat dalam suaru laporan 
yang disebut dengan laporan harian yang berisi cataran-<:atatan mengenai hal-hal 
yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekeljaan, dimana pekeljaan harian 
dalam penawaran kontraktor akan digunakan untuk tambahan pekcrjaan dalam 
jumlah kecil dan hanya bila diperintahkan terlebih dahulu secara tertulis oleh 
pemilik proyek. 
Berikut ini merupakan resiko-resiko yang belum tercantum dalam kontrak 
proyek yang ditinjau. 
Tabel 4.3 resiko-resiko yang belum tertuang dalam kontrak 
I. Item resiko : sabotase 
Sumber : Wideman 
Penjclasan : 
Suaru keadaan dimana ada penyerobotan baik pada hasil-hasil pekerjaan maupun 
sarana dan prasarana yang meounjang kegiatao pelaksanaan pekeijaan sehingga 
dapat menyebabkan kegagalan pekeJjaan. 
2. Item rcs1ko : Keadaan memaksa yang dinyatakan resmi oleh pcmerintah 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000 
Penjelasan : 
Bagian dari keadaan memaksa yang dinyatakan resmi oleh pemerintah sepert.i 
bencana rsunami yang pemah terjadi pada desember 2004 yang lalu. 
3. Item resiko Campur tangan pemerintah yang tidak bisa diantisipasi secara 
hukum 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Campur tangan pemerintah yang tidak bisa diantisipasi secara hukurn bisa 
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meliputi : standart desain yang ditetapkan, persoalan lingkungan, penetapan 
harga, persecliaan bahan material, dan lain-lain. 
4. Item resiko Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab dari efek 
samping yang tidak terduga, terjadi sebagai akibat dari sebuah 
proyek yaitu : dampak lingkungan dan dampak sosial 
Sumber : Wideman, keppres no.S0/2003, Jman Soeharto, PP no. 29/2000 
Penjelasan : 
Aspek lingkungan dan sosial mencakup kewajiban terhadap pemenuhan 
ketentuan undang-undang yang berlaku, dan bentuk tanggung jawab mengenai 
gangguan terhadap lingkungan dan manusia 
5. Item resiko : Kegagalan dari sokongan infrastruktur sebagai akibat yang lain 
Sumber : Wideman, PP no.2912000, UURJ no.J8/J999 
Penjelasan : 
Hal-hal yang dapat menunjang seperti sarana dan prasarana yang menunjang 
penuh aktivitas kegiatan da.lam pelaksanaan proyek seperti matinya aliran Jistrik, 
putusnya jembatan, dan lain-lain. 
6. Item resiko Kegagalan untuk pemberian sokongan pembiayaan untuk 
menyelesaikan sebuah proyek 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Terbenturnya pinjaman baik dari anggaran dalam negeri sendiri maupun luar 
negeri yang tidak bi~ turun, sehingga tidak ada dana untuk membiayai proyek 
tersebut. 
7. ltem resiko : Resiko-resiko pasar termasuk : biaya bahan material, ekonomi, 
persaingan, nilai akhir pada pasar 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Segala kemungkinan yang bisa teijadi di dunia pekeijaan jasa, baik jasa 
konstruksi maupun jasa barang, yang mempengaruhi perekonomian dan tidak 
bisa diantisipasi oleh pihak pelaksana proyek. 
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8. Item resiko Perubahan nilai mat a uang, inflasi, ketidakstabilan 
moneter/devaluasi 
Sumber : Wideman, !man Soeharto 
Penjelasan : 
Adanya perubahan nilai mata uang, inflasi, ketidakstabilan moneter/devaluasi 
dapat berdampak pada naiknya harga-harga bahan material di pasaran sehingga 
dapat menghambat pada pelaksanaan pekerjaan. 
9. Item resiko : Gejolak politik 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Persaingan politik yang sangat gencar bisa mempengaruhi segala aspek-aspek 
pembangunan di segala bidang. 
10. Item resiko : Penghentian tenaga kerja 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan, 
yang mencakup hal-hal yang dapat mengakibatkan penghentian tenaga keJja. 
11. Item resiko : Kondisi-kondisi yg tidak disangka-sangka 
Swnber : Wideman 
Penjelasan : 
Sesuatu hal yang tidak diperhitungkan sejak semula baik oleh pelaksana proyek 
maupun pemilik proyek yang bisa berdampak pada pelaksanaan pekeJjaan. 
12. Item resiko : Perubahan pihak sponsor 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Perubahan pihak-pihak yang menjadi sponsor untuk pembangunan proyek 
mengalami penurunan anggaran atau bisajadi mengundurkan diri. 
13. Item resiko : Negosiasi pembayaran 
Sumber : Wideman, DPU, PP no.29/2000, UURI no.lS/1999 
Penjelasan : 
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Negosia~i pembayaran bisa berarti kesepakatan yang dilakukan pihak pemilik 
proyek dengan pillak kontraktor untuk berbagai hal yang menyangkut sesuatu 
yang harus dibayarkan untuk pekerjaan yang telah dikerjakan, tetapi bukan salah 
satu pihak saja yang memutuskan sedangkan satunya harus menyetujui. 
14. Item resiko : Salah penaksiran biaya 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Pihak kontraktor dalam menghitung dan merencanakan Rencana Anggaran 
Biaya, temyata terjadi sa1ah perhitungan yang bisa berasal <!¢ data 1apngan dan 
perencanaan yang terlewatkan atau kw-ang lengkap. 
15. Item resiko : Proyeksi ali ran uang (cash flow) 
Surnber : Wideman, Iman Soeharto, DPU 
Penjelasan : 
Apabi1a suatu program kerja te1ah dimutakhirkan, maka kontraktor wajib 
menyerahkan suatu rencana arus uang (cash flow) yang dimutakhirkan kepada 
Direksi Pekerjaan, sehlngga kemungkinan adanya pemerasan, gangguan 
/ha1angan, dan keadaan tidak mampu membayar dapat diantisipasi. 
16. Item resiko : Keadaan tidak mampu membayar 
Surnber : Wideman 
Penjelasan : 
Suatu keadaan dimana ketidakmampuan membayar yang bisa disebabkan karena 
pengaturan rencana arus uang yang kurang bail<. 
17. Item resiko : Mengubah beberapa bagian yang tidak terpakai dalam rancangan 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Mengubah beberapa bagian yang tidak terpakai dalam perencanaan yang 
dianggap tidak perlu dan tidak mempengaruhi bentuk dan kuali tas dari 
kese1uruhan proyek. 
18. ltem resiko : Memperkenalkan kerumitan metode dari sebuah tekno1ogi baru 
Sumber : Wideman 
78 
Lanj utan tabel 4.3 
Penjelasan : 
Adanya metode baru yang komplek yang sebelumnya belum pemah digunakan 
oleh kontraktor yang bersangkutan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga 
kontraktor perlu memperkenalkan metode tersebut kepada pemilik proyek atau 
d.ireksi pekerjaan . 
. 




Kemungkinan buruk yang dapat timbul pada pengoperasian teknologi proyek 
yang d.iterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
20. Item resiko : Kesulitan perencanaan manajemen proyek 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Kesulitan perencanaan manajemen proyek yang meliputi : ketidakmampuan dan 
ketidakcakapan manajemen yang tidak tepat sehingga dapat kehilangan kontrol, 
jadwal yang tidak realistis, struktur keorganisasian tidak cakap, dan lain-lain. 
21. Item resiko : Desain melawan metode pelaksanaan 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Desain yang begitu sulit untuk d.iterapkan pada pelaksanaan proyek karena bel urn 
ada metode yang bisa menyelesaikannya. 
22. Item resiko : Ukuran desain yang t ipis dan kerumitan dalam pembangunan 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Hampir mempunyai persamaan dengan desain yang begitu sulit untuk diterapkan 
pacta pelaksanaan proyek karena bel urn ada metode yang bisa menyelesaikannya, 
sehingga menimbulkan kerumitan dalam penyelesaian proyek. 
23. Item resiko : Perijinan 
Sumber : Wideman, Iman Soeharto, PP no. 28/2000 
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Penjelasan : 
Penjinan yang mencakup mulai dari perijinan badan usaha untuk melaksanakan 
peke~aan jasalkonstruksi, dimana mencakup ijin melaksanakan kegiatan usaha 
jasa konstruksi d i seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga ij in mendirikan 
bangunan (1MB) untuk melaksanakan pekeljaan tersebut 
24. Item resiko : Lisensi dan hak paten 
Surnber : Wideman, !man Soeharto 
Penjelasan : 
Pemenuhan kewaj iban terbadap hak cipta atas basil perencanaan yang tel~ 
ctimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah ctimiliki oleh 
pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang 
tentang hak paten. 
25. ltem resiko : Gugatan orang luar 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Adanya penuntutan karena te~acti sengketa dengan pihak-pihak yang ada diluar 
pihak-pihak yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruk:si yang masih ada 
perselisihan. 
26. Item resiko : Gugatan orang dalam 
Sumber : Wideman 
Penjelasan : 
Adanya penuntutan karena te~adi sengketa dengan antar pihak-pihak yang 
melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang disebabkan ada ketidakpuasan 
dengan jalannya pekeljaan a tau kecurangan yang ada. 
27. Item resiko : Pentahapan (milestone) waktu pelaksanaan, bila ada 
Surnber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Pembagian waktu untuk melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai, mulai 
dari pemancangan pondasi sampai finishing yang bisa dike~akan oleh satu atau 
lebih kontraktor, tetapi telah terbagi sesuai dengan keinginan pemilik proyek. 
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28. Item resiko : Cara pengukuran prestasi 
Sumber : PT. PP (Persero), keppres no.S0/2003 
Penjelasan : 
Bagaimana pihak pemilik proyek menilai setiap kemajuan yang dilaporkan pihak 
kontraktor. 
29. Item resiko : Dampak pekeljaan tambah!kurang terhadap waktu pelaksanaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Akibat dari adanya pekerjaan tambaM.."Urang terbadap waktu pelaksanaan yang 
dapat mempengaruhi perpanjangan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 
30. Item resiko : Provisional sum 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Provisional sum adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan 
termasuk dalam nilai kontrak, untuk mencakup pekerjaan-pekerjaan yang sudah 
tercantum dalam dokumen kontrak namun belum dapat dihitung dengan pasti 
volumenya. Besamya pembayaran kepada kontraktor adalah sesuai realisasi 
volume yang dikerjakan. 
31. Item resiko : Pembayarm kepada subkontraktor dilakukan mel a! ui kontraktor 
utama 
Sumber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000 
Penjelasan : 
Kontraktor utama wajib membayar Subkontraktor sejumlah nilai tertentu sesuai 
dengan pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah disahkan oleh Direksi 
Pekerjaan dalam waktu yang telah disepakati dalam klausul kontrak antara 
Kontraktor utama dengan Subkontraktor dan yang di setujui dan diketahui oleh 
Direksi Pekerjaan 
32. Item resiko : prime cost 




Prime cost adalah sejumlah biaya yang disediakan oleh pemilik proyek dan 
termasuk dalam nilai kontrak, untuk mencalrup pekerjaan-peketjaan yang sudah 
ditentukan jenis dan harganya , biasanya dikerjakan oleh kontraktor tertentu. 
33. Item resiko Kontraktor uta rna mendapatkan fee koordinasi untuk 
melaksanakan koordinasi waktu dan pelaksanaan 
Sumber · PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Kontraktor utama mendapatkan fee tarnbahan untuk jasanya pada sub komraktor 
dalam melaksanakan koordinasi waktu dan pelaksanaan. 
34. Item resiko : Menghilangkan suatu jenis pekerjaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Menghilangkan beberapa item peketjaan yang ada dalam design yang 
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lapangan yang ada. 
35. Item resiko : Merubah karakter atau kualitas dari suatu pekerjaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Merubah dati suatu estetika atau bentuk ataupun kualitas yang ada dalam 
perencanaan tekni s menjadi suatu bentuk maupun kualitas tertentu yang 
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan lapangan 
36. Item resiko : Perubahan level, posisi, dan ukuran suatu peketjaan 
Sumber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Merubah kondisi level, posisi, maupun ukuran yang ada dalam suatu pekerjaan 
menjadi kondisi tertentu yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. 
37. Item resiko Instruksi pekerjaan tambah yang di perlukan untuk pelaksanaan 
proyek 
Sumber : PT. PP (Persero), DPU 
Penjelasan : 
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Pihak Kontraktor mendapatkan instruksi pekerjaan tambah dari Engineer atau 
Pemilik Proyek karena kondisi dan keadaan yang ada dilapangan. 
38. Item resiko Tidak boleh adanya variation order yang dikeijakan oleh 
kontraktor tanpa adanya instruksi tertulis dari pemimpin 
proyek 
Sumber PT. PP (Persero), DPU 
Penjelasan : 
Kontraktor tidak diperbolehkan melakukan perubahan-perubahan pekeijaan tanpa 
adanya in.struksi tertulis dari Engineer ataupun Pemimpin Proyek. 
39. Item resiko : Suatu keadaan yang tidak sesuai dengan penjelasan awal kontrak, 
antara lain ketidaksesuaian keadaan lapisan tanah atau kondisi 
setempat dibanding gambar rencana, atau adanya halangan yang 
tidak kelihatan dari semula (unforseen) 
Swnber PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Suatu keadaan seperti diatas dapat timbul karena adanya kekurangjelasan atau 
penjelasan yang kurang terinci . 
40. ftem resiko : Peraturan-peraturan atau UU baru, baik daerah maupun pusat 
yang dikeluarkan setelah tMder 
Sumber PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Adanya suatu peraturan-peraturan atau UU baru yang diberlakukan baik yang 
diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang dikeluarkan 
setelah penandatanganan kontrak. 
41. Item resiko : Perrnintaan percepatan waktu dari schedule yang ditetapkan, 
yang mengakibatkan pertambahan biaya overtime, equipment, 
material, dan overhead, juga perrnintaan peruba-han mutu 
bahan material 
Surnber : PT. PP (Persero ), PP no.29/2000, DPU 
Penjelasan : 
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Apabila pemilik proyek menginginkan agar kontraktor menyelesaikan pekeijaau 
sebelum rencana tanggal penyelesaian, maka direksi pekerjaan lkan 
memperolehusulan biaya yang diperlukan oleh kontral..ior untuk mempercepat 
penyelesaian tersebut, selanjutnya rencana tanggal penyelesaian akan disesuaikan 
dan disahkan bersama pemilik dan kontraktor. 
42. Item resiko : Pelanggaran kontrak karena mengganti urutan perubahan 
Swnber : PT. PP (Persero) 
Penjelasan : 
Hal-hal yang disepakati dalam kontrak tidak ditepati termasuk apabila engineer 
memerintahkan untuk mengganti urutan perubahan pelaksanaan peketjaan dari 
kontraktor sesuai dengan keinginan engineer, maka segala risiko /penambahan 
alat dan lain-lain dapat diklaimkan. 
43. Item resiko : Pelanggaran kontrak karena mengganti metode pelaksanaan 
Swnber : PT. PP (Persero), Iman Soeharto 
Penjelasan : 
Hal-hal yang disepakati dalam kontrak tidak ditepati termasuk apabila engineer 
memerintahkan untuk mengganti metode pelaksanaan pekerjaan kontraktor 
sesuai dengan keinginan engineer, maka segala risiko /penambahan alat dan lain-
lain dapat diklaimkan. 
44. Item resiko : Penghentian/penundaan peketjaan tanpa pemberitahuan 
Swnber : PT. PP (Persero), DPU 
Penjelasan : 
Penghentianlpenundaan pekerjaan tanpa pemberitahuan secara tertulis baik dari 
dan oleh pihak kontraktor atau pihak pemilik proyek. 
45 Item resiko : Resiko-resiko khusus 
Swnber : PT. PP (Persero), PP no.29/2000 
Penjelasan : 
Resiko-resiko khusus yang dapat memperlambat pekeijaan sehingga dapat 
mengakibatkan perpanjangan waktu maupun biaya. 
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46. Item resiko : Kurang tepatnya perencanaan dan pengendalian lingkup, biaya, 
jadwal dan mutu 
Sumber : Iman Soeharto, PP no.29/2000, DPU 
Penjelasan : 
Kurang tepatnya perencanaan dan pengendalian Jingkup, biaya, jadwal dan mutu 
dapat mempengaruhi hasil pekeljaan dan dapat merugikan pihak kontraktor, oleh 
karena itu harus mempunyai program yang baik. 
47. Item resiko : Ketepatan pekeJjaan dan produk desain-engineering 
Sumber : !man Soeharto 
Penjelasan : 
Ketepatan pekeJjaan dan produk desain-engineering saling berkaitan satu sama 
lain, maka suatu gambaran desain yang jelas akan sangat berpengaruh pada 
ketepatan penyelesaian pekeljaan proyek. 
48. Item resiko : Ketepatan pekeJjaan konstruksi Gadwal dan kualitas) 
Sumber : !man Soeharto 
Penjelasan : 
Ketepatan pekeljaan konstruksi Gadwal dan kualitas) dapat membantu 
menjadikan waktu penyelesaian dan mutu pekerjaan menjadi lebih b&ik. 
49. Item resiko : Kondisi lokasi dan site 
Sumber : lman Soeharto, wideman 
Penjelasan : 
Data-data yang berasal dari lapangan sebagai referensi yang memberikan 
gambaran tentang kondisi lokasi baik di atas dan di bawah pennukaan tanah di 
lapangan. 
50. Item resiko : realisasi pinjaman 
Sumber : lman Soeharto 
Penjelasan : 
Adanya dana cadangan yang didapat pemilik proyek untuk mengerjakan suatu 
proyek yang bisa berasal dari hutang luar negeri maupun dalam negeri. 
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51. Item resiko : Program 
Sumber : DPU 
Penjelasan : 
Dalam jangka waktu yang ditetapkan pada data kootrak, kontraktor wajib 
menyerahkan kepada direksi pekerjaan untuk disetujui suatu program yang 
menggambarkan metode umum, pengaturan urutan serta jadwal untuk semua 
kegiatan pekerjaan. Program yang dimutakhirkan adalah program yang 
memperlihatkan kemajuan nyata yang dicapai dalam setiap kegiatan serta 
pengaruh kemajuan yang dicapai terhadap jadwal pekerjaan sisa, tennasuk setiap 
perubahan atas urutan kegiatan-kegiatan. 
52. Item resiko : Persyaratan dan spesifikasi teknis yangjelas dan terinci 
Sumber : Keppres no.80/2003 
Penjelasan : 
Syarat-syarat dan spssifikasi teknis yang dijabarkan secara jelas dan terinci dapat 
membantu memahami suatu dokumen kontrak yang ada. 
53. Item resiko : Daftar kuantitas 
Sumber : PP no. 2912000, DPU 
Penjelasan : 
Daftar k'llantitas berisi semua mata pembayaran pekerjaan instalasi dan testing 
yang wajib dilaksanakan oleh kontraktor, daftar kuantitas digunakan untuk 
menghitung harga kontrak. 
54. Item resiko : Hak atas kekayaan intelek1ual 
Sumber : PP no.29/2000, UURJ no.l8/1999 
Penjelasan : 
Hak atas kekayaan intelektual mencakup kepemilikan hasil perencanaan, 
berdasarkan kesepakatan; dan pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil 
perencanaao yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang 
telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta 
dan undang-undaog tentang hak paten. 
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55. T Item resiko : Penemuan-penemuan 
Sumber : DPU 
Penjelasan : 
Semua benda yang memiliki nilai sejarah atau penemuan kepentingan lain atau 
nilai penting lainnya yang secara tidak sengaja ditemukan di lapangan adalah 
kepunyaan pemilik. Kontraktor wajib memberitahu direksi pekerjaan hila 
menemukan hal seperti itu dan melaksanakan petunjuk direksi pekeJjaan untuk 
mengamankannya. 
56. Item resiko : penguJlan 
. 
Sumber : DPO 
Penjelasan : 
Direksi pekerjaan memerintahkan kontraktor untuk melaksanakan pengujian 
yang tidak disebutkan dalam spesifikasi untuk menguji apakah suatu pekeJjaan 
memiliki cacat mutu atau tidak dan apabila ternyata pengujian memperlihatkan 
adanya cacat mutu, maka kontraktor wajib membayar untuk pengujian berikut 
contoh-contohnya. Jika tidak ditemukan kekurangan, maka biaya penguj ian 
berikut contoh-contohnya menjadi beban pemilik proyek. 
57. Item resiko : Sertifikat pembayaran 
Sumber : DPU 
Penjelasan : 
Sertifikat pembayaran yang diajukan oleh kontraktor terdiri dari perkiraan nilai 
pekerjaan yang telah diselesaikan dikurangi jumlah kumulatif yang telah 
disahkan. 
58. Item resiko : Peristiwa kompensasi 
Sumber : DPU 
Penjelasan : 
Adanya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan tertundanya penyelcsaian 
pekerjaan pada rencana tanggal penyelesaian, sehingga rencana tanggal 
penyelesaian dapat diundur dim ana direksi pekeJjaan akan menetapkan 
diberikannya jangka waktu pengunduran rencana tanggal penyelesaian dengan 
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persetujuan pemilik. 
59. Item res•ko : Pengaturan klaim 
Sumbcr . I man Soeharto 
Penjelasan : 
Bagaimana aruran pengajuan suatu klaim baik yang dapat dilakukan oleh pemihk 
proyek maupun kontraktor, apabila dalam suatu pekerjaan terjadi kondisi yang 
bisa menimbulkan klaim antar keduanya. 
Dari hasil identifikasi diatas maka dapat diketahui item-item apa saja yang sudah 
tercantum dalam kontrak dan juga dapat diketahui pihak-pihak yang menangb'lmg resiko 
yang sudah tercantum dalam kontrak tersebut. 
Tabel4.4 Pihak-pihak yang menanggung resiko 
I 
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Lanj ulan tabcl 4.4 
No.I Item Resiko Sumber Tertuang Pertanggung Keterangan 
Resiko pada Kontrak Resiko 
penyerbuan, kontral..1or 
tindakan musuh serta adanya 
mancanegara, tambahan 
pemberontakan, waktu dan 
rcvolusi , makar, biaya 
kerusuhan, 
kekacauan, huru 




3 Peristiwa Wideman Pasal 11.2 Kontraktor 
pcnuntutan akibat 
kcscngajaan 






5 Kekurangan Wideman, Pasal9.3 Pemilik Kontraktor 
pembayaran DPU,UURI proyek wajib 
terakhir no. IS/1999 menyerahkan 
Jam man 
pemeliharaan 
6 Keamanan Wideman Pasal 11.3 Kontraktor 
7 Defect liability Wideman, Pasal 5 Kontraktor Semua biaya 
atau masa peme- PT.PP pemcliharaan 
liharaan, dan (Persero), mcnjadi beban 
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No. Item Resiko I Sumber Resiko Tertuang Penanggung Keterangan 
pada Resiko 
I I Kontrak 
keburuhan UURl pihak kontraJ...'1or 
peme- no. IS/1999, PP 
liharaan no.2912000, 
DPU 
8 Peraturan Wideman,! man Pasal 21 Kontraktor Meliputi semua 
perpajakan Socharto, DPU pajak, bea masuk, 
dan pungutan bea metcrai, 
memperbanyak/copy 
9 Penundaan Wideman, Pasal Pemilik Harus ada pcrintah 
jadwal dan DPU 4.3.c proyek tertulis dari pemilik 
pernbekakan proyek 
waktu 
10 Tersedtanya I Wideman, Pasal Kontraktor 
kekurangan lman Soeharto, 16.2 
tenaga kelja PP no.29/2000 
lapangan 
II Produktivitas Wideman, PP I Pasal KontraJ...'1or 
tenaga kclja no.29/2000 16.2 
I 12 Persediaan Wideman Pasal Kontraktor I 
material I 16.1 
13 Kecelakaan, Wideman. Pasal Pemilik Pemilik proyek 
keselamatan DPU, PP 14.6.a; proyek dan apabila tidak dapat 
no.29/2000 16.2(1); kontraktor melaksanakan 
19 kewajibannya, dan 
kontraktor juga 
wajib mengikuti 
I probrram ASTEK 
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No. Item Restko I Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 
I Resiko pada Kontrak Resiko 
14 Pembengkakan Wideman Pasal4.3.c Pemilik Harusada 
biaya penundaan proyek perintah 
jadwal tertulis dari 
I pemilik I proyek 
15 Penghenuan 1 Wideman Pasa114.2.c; Pemilik Tergantung 
beberapa bagian 14.5.c proyek dan dari alasan 
pekerjaan kontral'tor penghentian 
pekerjaan 
16 Data dcsain tidak Wideman Pasal2.6 
-
lengkap 
17 Detail, ketclitian Wideman Pasal 




18 Total durasi waktu PT. PP Pasal4.1 
-
pelaksanaan (Persero) 
19 Lingkup pckctjaan PT. PP Pasal 1 Pemilik s . -csuat 
yang bcrisi tentang (Persero), proyek dan kesepakatan 
uraian peketjaan pp kontraktor yang dibuat 
yang terrnasuk I no.2912000, pada kontrak 




20 Hak mempcroleh PT. pp Pasal 4.2; 4.3 Pemilik 
perpanjangan (Perscro) proyek 
waktu pclaksanaan 
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f No.' Item Resiko Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 
Resiko pada Resiko 
Kontrak 
21 Ganti rugi PT.PP Pasal4.3 Pemilik Perpanjangan 




22 Harga borongan PT. PP Pasal6 Pemilik I 
yang menjelaskan (Persero ), PP proyek 
nilai yang harus no.29/2000, 
dibayarkan oleh Keppres 









23 Tahap pembayaran PT. PP Pasal9 Pemilik 
(Persero ), PP proyek 
no.29/2000, 
UURl I 
no. l8/1999, I 
DPU 
24 Jumlah pembayaran PT. PP Pasal 9.2 Pemilik Retensinya 
yang harus di tahan (Persero), proyek 5% 
pada setiap tahap DPU 
I I (retensi) 
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No. Item Resiko Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 
Resiko pada Resiko 
i Kontrak 
1 2s Jangka waktu PT. PP Pasal9.4 






-26 Konsekuensi apabila PT. PP Pasal 12.3 Pemilik Denda sebesar 
terjadi (Persero ), PP proyek I 0/00 (satu 
keterlambatan no.29/2000, penni!) 
pcmbayaran ( mis. DPU perhari 
denda) 
27 Definisi pekerjaan PT. PP Pasal 
-
tambahlkurang (Persero) 17.1&2 
28 Dasar pelaksanaan PT. PP Pasal 17.3 Pemilik Sesuai dengan 
pekerjaan (Persero) proyek dan kesepakatan 
tambahlkurang (mis. Kontrak1or kedua belah 
persetujuan yang pihak 
di per! ukan) 
29 Dampak pekerjaan PT. PP Pasal 17.4 Pemilik 
tambahikurang (Persero) proyek 
terhadap harga 
borongan 
30 Cara pembayaran PT. PP Pasal Pemilik 
pekerjaan (Perscro), 17.3.3 proyek 
tambahikurang DPU 
31 llal-hal yang dapat PT.PP Pasal Pemilik . d -Sesuat engan 
mengakibatkan (Pcrscro) 14.2; proyek dan kcsalahan 
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I No. Item Resiko I Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 
Resiko pada Resiko 
I Kontrak 
I pengakhiran perjanjian 14.3; Kontrak'lor yang 
I 
14.5 dilalrukan 
32 Hak untuk mengakhiri PT. PP Pasal Pemilik Tergantung 
I perjanjian (Persero) 14.2; proyekdan dari siapa 




33 Konsekuensi dari PT. PP Pasal -Pemilik Apabila 
pengakhiran perjanjian (Persero) 14.6 proyek kontraktor 
melaksanakan 
kewajibannya 
34 Spesifikasi dan PT.PP Pasall8 Kontraktor 
negosiasi pekerjaan {Persero), 
tenentu yang pp 
disepakati antar no.29/2000 
pemilik proyek dan 
sub-kontraktor 
35 Tanggungjawab PT.PP Pasal Kontraktor 
kontraktor utama atas {Persero), 18.2 
mutu pekerjaan sub pp 
kontra~or no.29/2000 
36 Arbitrase atau badan PT.PP Pasal Pihak ketiga Badan 
hukum yang ditunjuk {Persero), 22.2 Arbitrase 
untuk menyelesaikan pp Nasional 
pcrsclisihan yang tidak no.29/2000, Indonesia 
dapat disclcsaikan DPU, UURl (BANI) 
sccara musyawarah no.l8/!999 
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No.1 Iter•l Resiko Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 
Resiko pada Resiko 
Kontrak 
37 Penyesuaian harga, ada PT. PP Pasal20 
tidaknya perubahan (Persero), 
harga bahan, upah, dan I man 
-
alat sesuai kond.isi Soeharto, I 
pasar DPU 
38 Kenaikan atau PT. PP Pasal Pernilik Dituangkan 
pengurangan volume (Persero) 17.4 proyekdan dalam bentuk 
suatu pekeijaan yang Kontraktor Addendum 
teffilasuk didalam kontrak 
kontrak 
39 Kebangkrutan , PT. PP Pasal Kontraktor 
kepailitan. dilikuidasi (Persero) 14.3 
40 Koordinasi lman Pasal3. l Pernilik Menunjuk 
pelaksanaan Soehano proyek Konsultan 
Pengawas 
41 Ketepatan pengadaan !man Pasal Kontraktor 
material dan peralatan Soeharto, 16.1 
(volume, jadwal, harga, PP 
kualitas) no.29/2000 
42 Tersedianya tenaga !man Pasal Kontrak.1or 





43 Kurang jelas dan !man Pasal 2.5 Pemilik Keduanya 
interpretasi yang Soeharto, proyek:dan harus saling 
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r No. Item Resiko Sumber Tenuang Penanggung 1 Keterangan 
Resiko pada Resiko 
I Kontrak 
' berbeda pada kontrak DPU Kontral..1or koordinasi 
' 
1 44 Pengaturan change Iman Pasal Pemilik Sesuaidengan 




45 Ketentuan mcngenai Keppres Pasal 15.2 Pemilik Mempekerja-
kewajiban para pihak no.S0/2003, proyek kan pihak! 
dalarn hal kegagalan pp kontraktor 
dalam pelaksanaan no.29/2000 lain 
pekerjaan 
46 Para pihak yang Keppres Awal Pemilik 
menandatangani no.S0/2003, kontrak proyek dan 
kontrak yang pp Kontraktor 
meliputi nama, no.29/2000, 
jabatan, dan alamat UURl 
no.l8/1999 
47 Tingkat kemajuan pp Pasal Kontraktor 
discnai dokumen no.29/2000 10.3; 10.5 
I foto dari berbagai 
pekerjaan di 
lapangan 
48 Tempat danjangka Keppres Pasal4.1 
waktu penyelesaian I no.80/2003, 
-
penyerahan dengan DPU, PP 
disertai jadwal waktu no.29/2000 
pcnyclcsaianl 
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No. Item Resiko Sumber Tertuang Penanggung Keterangan 





I 49 Masalah jaminan, Keppres Pasal7; Kontraktor Berbcntuk 
guaranty, dan no.S0/2003, 8;19 Asuransi 
I waranty, asuransi I man (Program 
Soeharto, Surety Bond) 
DPU, PP 
no.2912000 
50 Ketentuan tentang Keppres Pasal 12; Kontraktor Tergantung 
cidera janj i dan no.S0/2003, 14.2; 14.5 dan Pemilik dari kesalahan 
sanksi da1am hal para pp proyek dilakukan 
pihak tidak no.2912000, oleh pihak 
I memenuhi UURI siapa 
I 
kewajibannya no.18/1 999 
51 Pengawasan pp Pasal 3 Pemilik Dengan 
pelaksanaan no.2812000 proyek menunjuk 
pekcrjaan konstruksi Konsultan 
Pengawas 
52 Keterlambatan PT. PP Pasal Pemilik 
instruksilkeputusan (Persero) 4.3.b; proyek 
14.5.c(iii) 
53 Peringatan dini DPU Pasal Pemilik Keduanya 
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No.T Item Resiko Sumber Tertuang Penanggung J Keterangan 
Resiko pada Resiko 
Kontrak I 
' 54 Pekerjaan harian DPU Pasal Kontraktor Membuat 
I 
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5.1 Kesimpulao 
BAB V 
KESNPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan analisa dan uraian dari balrbab sebelumnya maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari 113 item resiko yang telah diidentifikasi hanya 54 item resiko yang telah 
diatur dalarn kontrak proyek yang ditinjau. Sehingga .masih ada 59 item resiko 
yang belum diatur dalam kontrak. 
2. Untuk 54 item resiko yang telah diatur dalam kontrak proyek yang ditinjau 
masih ada 8 item rcsiko yang bel urn mengatur tentang pihak penanggung resiko 
apabila terjadi resiko. 
5.2 Saran 
Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat kekurangan yang akan 
sangat baik sekali jika dikembangkan untuk masa yang akan datang, karena penelitian 
ini mcrupakan studi literatur dengan analisa deskriptif yang dari analisa data yang 
didapat hanya memberikan suatu gambaran yang sangat kasar tentang identifikasi resiko 
kontrak suatu proyek konstruksi. 
Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian yang baik mengenai identifikast 
restko kontrak dalam scbuah proyek konstruk.si. Disarankan untuk kedepannya 
dikcmbangkan lagi dengan meninjau proyek yang bekerjasama dengan pihak asing 
/investor luar negeri, agar diketahui seberapa banyak resiko yang sudah tercanturn 
dalam suatu kontrS:C yang menggunakan standart kontrak internasional. Begiru juga 
pembahasan penelitian lebih diperdalam dengan melakukan analisis lebih lanjut 
tcrhadap risiko yang mungkin tcrjadi sehingga dapat diketahui bobot risiko dan siapa 
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ce'.•r. ditun)uk sebag<~i Pemlmpin Proyek Prasarana fisik Direktorat Jendral Pajak 
Jaw; Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia 
yang ;elanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 
; Nama 
Jabatan 
Ir. Wilton ~ tolumbot 
Kepala Cabang VI 
Nama Badan Usaha 
Alamat Badan Usaha 
PT. PP (Persero) ' · 
Jl. TB Simatupang 57, Pasar Rebo Jakarta. 
Berdasarkan Akte Notaris !mas Fatima;,, SH, Notaris di Jakarta No. 19 tanggal 
29 September 1999, dalam hal lni bertindak unruk dan atas nama PT. PP (Persero), 
yang selanjutnya dalam hal hi I disebut sebagal PIHAK KEDUA. 
Dengan lni kedua belah plhak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemborongan 
?ekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Bagian Tlmur I (Tahap I ) berdasarkan : 
' SurCit Penawaran PT. PP (Persero) Nomor : 072/Cab.Vl/2004 tar.ggal 29 Juni 2004 
centang Penawaran Pengadaan Pada Proyek Prasarana Fisik Direktorat Jeneeral 
PaJak Jawa Timur . 
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No S.70/WPJ.ll/ BG.0102/ 
PROYEK/2004 tanggal 19 Juli 2004. 
Dengan ketentuan sebagai benkut : 
PASAL 1 
TUGAS DAN UNGKUP PEKERJAAN 
PlHAK PERTAMA dengan 1ni memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menenma tugas dart PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Gedu11g Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I (Tahap I) Jl. Jagir 
Wonokromo · Surabaya, yang dibagi sebagai berikut ini. 
l. Pekerjaan Struktur 
2. Pekerjaan Arsitektur 
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrlkal 
PASAL 2 
OASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN 
vang men)adi dasar pelaksanaan peker;aan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
PerjanJtan Pemborongan tni adalah : 
2.1 Ookumen Kontrak yang terdiri dari . : 
a. Spesiftkasi Teknis 
b. Gambar-9ambar rencana 
c. Gambar-9<1mbar pelaksanaan 
d. Syarat-syarat Umum 
e. Syarat-syarat khusus 
f. Benta Acara Penjelasan pekerjaan\Aanwizjing) 
g. 8erita Acara Pembukaan Penawaran 
h. Berita Acara Evaluasi Hasil Penawaran 
i. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEOUA Nomor 072/Cab.VI/2004 tanggal 
29 Junl 2004 beserta lampiran-lampirannya. 
J. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No S.70/WPJ.ll/6G.0102/ 
PROYEK/2004·tanggal19 Juli. 
k. Addendum Perjanjian ini (jika ada) 
2.2 Peraturan-peraturan Teknis profesional antara lain : 
., 
a. Keppres No. 80 tahun 2003 
b. Peraturan Konstruksl Kayu Indonesia PKKI-NI-5 /1961 
c. Peraturan ten tang Instalasi Listrlk PUll 1987. 
d. Peraturan Plumbing Indonesia 1979. 
e. Peraturan Beton Indonesia 71. 
f. Peraturan Umum Bahan Bangunan di Indonesia. disingkat PUBB 1982, 
Normallsasi Indonesia (NI-3). 
g. Standar Perusahaan Umum Listrik Negara Indonesia (SPLN} 
h. Standar lndustri Indonesia. 
2.3 Peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan ok.ta Pemerintah 
melalui Instansi-instansi yang berwenang, antara lain Peraturan-peraturan dari 
Oepartemen Tenaga Kerja mengenai keamanan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial. 
2.4 Segala petunjuk dan perintah berdasari<an Perjanjian ini ya119 diberikan oleh 
Konsultan Pengawas secara tertulis pada waktu pelaksanaan pekerjaan. 
2.5 Selui'\Jh dol<umen yang ada dalam Surat Perjanjian ini bersifat saling melengkapi, 
dan apabila dl dalamnya terdapat ketidak cocokan, perbedaan, atau ketidak 
jelasan, maka PIHAK KEOUA haNs mengadakan koordinasi dengan PIHAK 
PERTAMA d'!ngan hasil tidak mengubah Ookumen Kontrak dan sesual dengan 
ui'\Jtan prioritas sebagal berikut : 
a. lnstruksi dari Konsultan Pengawas 
b. Surat Perjanjian Pemborongan berikut lampiran dan Addendumnya (bila ada) 
<:. Surat Perintah Kerja 
d. Berita Acara KJarifikasi dan Negosiasi 
e. Berita Acara AanwiZjing 
f. Spesifikasi Teknik dan Administrasi 
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g. Gilmbar·gambar Pelaksanaan (dengan urutan gambar Detail lebih dahulu 
kemudian gambar skala kecil) . 
h. Gambar-<)ambar Kontrak yang dipakai sebagai dasar perhitungan volurre 
(denoan urutan gambar Detail lebih dahulu kemudian garnbar skala kecil) 
r. Daftar Uraian Pekerjaan (Bill of Quantities) 
2.6 Jrka untuk peiaksanaan suatu bagian Pekerjaan tidak terdapat ketentuan baik 
dalam Rencana Kel")a dan syarat·syarat maupun dalam gambar, maka pelaksanaan 
pe~el")aan tersebut akan mengikub ketentuan yang tercantuaa pada salah satu 
ketentuan dalam Pasal 2.1 (c) Perjanjian ini. 
. PASAL3 
PENGAWAS PEKERJAAN 
3.1 Unruk koordlnasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung sebagaimana tersebut 
pada pasal 1 Perjanjlan Pemboroogan ini PIHAK PERTAMA menunjuk Konsultan 
Pengawas yang bertlndak sesuai kewenangannya dan akan diberitahukan secara 
tertulis kepada P!HAK KEDUA . 
3.2 PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan · Surat 
Perjanjian ini akan mendapat· pengarahan·pengarahan dan keputusan·keputusan 
dari Konsult:an Pengawas dengan mengingat ketentuan ayat 3.1 dl at:as. 
' 
PASAL 4 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 
4.1 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampal selesai 100% (seratus prosen) yang 
disebut dalam pasal 1 Perjanjian In! ditetapkan selama 165 (seratus enam puluh 
lima) hart kalender terhitung sejak Surat Penunjukarl Penyedia Barang/Jasa 
{SPPBJ) diterbitkan dari P!HAK PERTAMA. 
4.2 Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 4.1 Pasal ini tidak dapat diubah oleh 
PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 13 Sua at 
Perjan)ian Pembol'ongan ini atau disebabkan o!eh perintah pekerjaan tambahan 
sesuai dengan Pasal 17 Perjanjian ini yang dinyatakan secara tertuliS bahwa war<tu 
penyelesaian ditambah/diperpanjang. 
4.3 Jika keterlambatan penyelesaian peketjaan diakibatkan ofeh satu atau lebih di 
antara sebab-sebab berikut ini : 
(a) Keadaan memaksa seperti tersebut dalam Pasal13 Perjanjian ini 
(b) Kelalaian PIHAK PERTAMA/Konsultan Pengawas dal<:m menyampaikan 
instruksi atau memberikan persetujuan yang diperlukan PIHAK KEDUA tepat 
pada waktunya. 
(c) Adanya perintah tertulis da. i PIHAK PERTAMA untuk menur.da sementara 
waktu pekerjaan. 
(d ) ~bab·sebab lain di luar kesa.ahan PIHAK KEDUA; 
maka : 
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P!HAK KEDUA ber1"1ak rnemperoleh perpanjangan waktu ~laksanaan yang wajar 
dan penwantlan biaya yang tlmbul akibat perpanjangan waktu tersebut. 
PASALS 
MASA PEMEUHARAAN 
5.1 P!HAK KEOUA bertanggung jawab 1<epad.a PIHAK PERTAMA untuk rnelaksanakan 
pemeliharaan hasil pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari 
kalender terhitung se1ak tanogal penanda tanganan Berita Acara Serah Terima 
Peker;aan Pertama . 
s. 2 Semua biaya yang dikeluarl<an selama masa peml":liharaan menjadi beban PIHAK 
:<EDUA. 
5.3 Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib me!aksanakan pemeliharaan atas 
perintah PIHAK PERTAMA atau apabila tidak melaksanakan pekerjaan 
~ ::nelinaraan, maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk Pihak Ketiga untuk 
melaksanakan pekerjaan pemellharaan/perbaikan tersebut dan untuk semua biaya 





: umlah harga borongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Peljanjian 
Pemborongan lni adalah sebesar Rp. 25.199.410.000,- (Dua puluh lima 
milyar seratus sembifan pufuh sembilan }uta empat raws sepufuh n"bu 
rupiah). · 
Harga Borongan tersebut sudah tennasuk didalamnya PPN 10% dan _pajak·pa~ak 
yang berlaku, berdasarl<an system Kontr-lk Lump sum. 
PASAL 7 
JAMINAN PELAKSANAAN 
7.1 PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan ~minan Pelaksanaan dalam bentuk 
Jaminan dari Bank Pemerintah atau dart Perusahaan Asuransl yang mempunyai 
program Surety Bond, sebesar 5% (lima prusen) dari Harga Borongan atau Rp. 
1.2~9.970.500,· (Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembllan ratus 
tujuh puluh rlbu lima ratus rupiah). 
7.2 Jaminan Pelaksanaan tersebut akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA 
kepada PIHAK KEDUA pada saat Penyerahan Pertama pekerjaan. 
7.3 Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat di atas dapat dicairkan PIHAK PERTAMA 
secara langsung apabila PIHAK KEOUA mengundurl<an diri setelah 




JAMINAN JANG 1-IUKA 
8. 1 riHAK KEOUA waj1b menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Uang M:;ka 
b.!rupa Jam1nan yang dikeluarkan o.~h Bank PemerintiJh atau dari Perusahaan 
Asuransi yang mempunyai program Surety Bond sebesar 20% dari Harga Boi'Of19<!n 
atau Ro. 5.039.882.000,· (Uma milyar tiga puluh semoilan juta dela~3n ratus 
celapan puluh dua rbu rupiah). 
8.2. Jam.nan Uang Muka pada ayat 2 tersebut di atas akan dikembalikan kepada PIHAK 
KEDUA setelah PIHAK KEOUA melunaSi pengembalian Uang Muka dengan cara 
pemotongan setiap pembayaran termin. 
PASAL 9 
CARA PEMBAYAA.l.N 
r~mbay.Jran Han;~a Borongan dilakukan secara bertahap dengan perincian sebagai 
bf. 'lkUt : 
L Pembayaran Pertama kepada PIHAK KEDUA berupa Uang Muka sebesar 20% 
{Dua puluh prosen) dari Han;~a Borongan atau Rp. 5.039.882.000,- (Uma mi!yar 
tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dilakukan 
setelah Perjanjian Pemboroogan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan PIHAK 
KEDUA telah memberikan Jamlnan Uang Muka sebesar 20% (Dua puluh prosen) darl 
Harga Borongan atau Rp. 5.039.882..000,· (Uma milyar tiga puluh sembilan juta 
delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah}. 
2. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan berdasarl<an progress yang dicapai sesual 
dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dengan minimal progress 10% (Sepuluh 
prosen) dikurangl dengan angsuran Uang Muka dan retensi S%· (Uma prosen) dari 
progress yang dicapai . 
3. Pembayaran terakhir sebesar 5o/o {lima prosen) dari Harga Borongan atau Rp. 
1.259.970.500,· (Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh 
puluh nbu lima ratus rupiah) dibayarl<an kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan 
selesa1 100 % yang dinyatakan dalam Berlta Acara Penyerahan I, dan PIHAK KEDUA 
wa)ib menyerahkan Jaminan P~liharaan sebesar 5% (lima prosen) darl Han;~a 
Borongan atau Rp. 1.259.970.500,· (Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan jut:a 
sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) berupa Jaminan dari Bank 
Pemerintah atau darl Perusahaan Asuransi yang mempunyai program ~rety Bond. 
4. Pembayaran Uang Muka, pembayaran Prestasi bulanan, pembayaran Retensi 




LAPORAN DAN DOKUMENTASI 
10.1 PIHAK KEOUA harus membuat laporan harlan yang berisi catatan·catatan 
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerja~n. 
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:0.2 Laporan Harlan tersebut dalam ayat 1 harus dilapoii<an setiap minggu sebagi 
iaporan min~g~.:an yang memuat antaro lain : prestasi pekerjaan, ca!D!Dn teknis, 
permohor.an·permohonan, perubahan·perubahan dan lain·lain. 
: ,) J Berdasarkan Laporan Minggu~n te.-sebut dalam ayat 2 di atas, dibuat lapcnn 
bolanan yang memuat hal·hal yang loelum teMluat da!am lapcron mingguan dan 
Dercandingan setJap kegiatan dalam laporan tersebut terhadap bagan kemajuan 
peker,aan yang dilen~kapi dengan foto-roto perkembangan kegiatan pekerjaan. 
:0.4 l.aporan bulanan inl harus dobuat untuk periode yang terokhir dalam bulan yang 
C€rsangi<u!Dn dan harus dikirim kepada PIHAK PERTAMA se!ambat·lambatnya 
;::ada akhor monggu pertama bulan berjafan. 
!0.5 PIHAK KEDUA wajib membuat dokumen foto dari berbagai kegiatan pekerjaan. 
Cen~Jan penjelasan·penjelasan yang lengkap. · 
PASAL.ll 
PENJAGAAN 
11.1 P!'"lAK KEDUA bertanggung jawab atas kemajuan pekerjaan, keropihan dan 
kebersihan hafaman pekerjaan, bangunan-bangunan, gudang dan bahan 
bangunan selama pekerjaan berlangsung. 
11.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kerugian untuk 
tuntutan ganti rugl dan atau tuntutan apapun juga atas kerusakan·kerusakan 
barang-barang bergerok atau tidak bergerak milik PIHAK PERTAMA atau pihak 
lain, aklbat longsung atau tldak langsung !<arena kesalahan atau kelalaian yang 
dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau orang-orang yang bekerja padanya dalam 
pelaksanaan pekerjaan lni. 
11.3 Pengamanan pekerjaan dan bahan·bahan serta barong·barong untuk pekerjaan 
ino selama· dalam pelaksanaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDliA. 
PASAL 12 
DENDA KELAMSATAN 
12.1 Apabila P!HAK KEDUA terlambat menyernhkan pekejaan sebagaimana dimaksud 
pada pasal 4 Perjanjian inl, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda atau 
gantl rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 0/00 (satu per mil) dari Harga 
Sorongan setiap hari kelambatan dengan maksimal sebesar 5 % (lima prosen) 
dar. Harga Sorongan. 
12.2 Ketentuan pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku apabila kelambatan penyerahan 
pekef]aan dose~bkan kareua adanya Force Majeure sebagaim3na tersebut pad<. 
pas-11 13 perjan)lan inf, atau apabila keterlambatan pekerjaan di luar kesalahan 
P!HAK KEDUA atau bila permohonan pe:rpanjangan waktu disetujui P!HAK PERTAMA. 
12.3 Dalam hal PlHAK PERTAMA terlambat melak•Jkan pembayaran seperti terC?'1tum 
Pas~l 9.4 Perjanjian ini, mal<a P!HAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 1 0/00 
,.;atu per mil) perhari dari nik1i total yang terlambat dibayarkan. 
6 
PASAL13 
KEADMN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 
13.1 Yang d1maksud dalam keadaan mem;:ksa (force majeure) adalah peristtwa· 






::u Apabila tel')adi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana tersebut pada 
ayat 1 di acas, PIHAK KEDUA harus memberit:ahu secara tertulls kepada P!HAK 
PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadl keadaan 
memaksa (force majeure) tersebut. 
13.3 Apabila setelah 14 (empat belas ) hari kalender sejak pemberitahuan oleh PIHAK 
KEDUA mengenal keadaan memaksa (force majeure) PIHAK PERTAMA 
belum/tidak menyat:akan penolakan, maka PIHAK PERTAMA dianggap telah 
menyetujul keadaan memaksa (force majeure) tersebut. 
13.4 Dalam hal karena Keadaan Memaksa terjadi kerusakan pada pekerjaan yang 
;tJdar diprest:asikan at:aupun yang sudah terpaS<Jng tet:api belum sempat diakui 
.;ebagal prest:asl pekerjaan maka Keadaan Memaksa tersebut tidak 
mempengaruhi perhitungan jumlah pembayaran yang seharusnya diterima PIHAK 
KDCA apabila tldak terjadi kerusakan. 
13.5 A~ 1ba~ Keadaan Memaksa PI HAK PERTAMA berhak memerint:ahkan P!HAK KEDUA 
,,,cuk membuang reruntuhan, mengganti at:au memperbaiki yang rusak, sert:a 
m..Janjutkan kemball pekerjaan deng!ln t:ambahan waktu dan biaya. 
PASIL 14 
PEMlfTUSAN PERJANJIAN 
14.1 l(edua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam 
Pasal 1266 dan 1267 Kit:ab Undang undang Hukum Pertlat:a untuk pengakhiran 
Pei')BnJian ini. 
14.2 PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri. Perjanjian ini secara sepihak dengan 
memberitahukan secara tertulis hal tersebut kepada PIHAK KEDUA, dengan 
didahului peringat:an tertulis sebanyak dua (2) kali berturut·turut dengan 
tenggang-waktu empat belas (14) hari dalaM hal PIHAK KEDUA : 
(a) menyerahkan. pelaksanaan seluruh P~:erjaan kepada pihak lain t:anpa 
persetujuan tertulls dari PIHAK PERTAMA, at:au 
(b) dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Tanggal Mulai Pekerjaan tersebut 
dalam Pasal 4 Perjanjian ini tidak aL3u belum melaksanakan Pekerjaon, otau 
(c) daiaM waktu tlga puluh (30) hari berturut·turut sama sekali menghentikan 
Pekerjaan tanpa alasan yang wajar, at:au 
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(d) menolak atau mengaba1kan perintah tertulis dari Konsultan Manajemen 
l<onstruksi untuk membongkar atau menyingkirkan pekerjaan atau bahan/ 
':>aiang yang tidak memenuhi sya~et-syarat/spesifikasi Perjanjian ini, atau 
(e) '<arena kelalaiannya terlambat dalam menyelesaikan Pekerjaan seh1ngga 
gantl·l\lgi kelambatan melampaui batas maksimum tersebut dalam Pasal 
20.1. 
: ~ • .1 Pel)an)ian ini dengan sendirinya berakhir dalam hal PIHAK KEDUA jatuh pail it, 
atau mengajukan petisi atas k~ailitannya, atau menyerahkan pekerjaannya 
sebagai jaminan kepada krediturnya, atau sebagai badan usaha melakuk.an 
likwidas1 (kecuali likwidasi suka rela untuk maksud penggabungan atau 
reorganisasi), a tau telah dilakukan penyitaan atas ba~eng-ba~engnya. 
14.4 ApaoHa ter)adi pengakhi~en Perjanjia,, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 
3 Pasal ini maka PIHAK PERTAMA bemak menunjuk pemborong lain atas 
kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan Pekerjaan. 
Dalam hal demiklan, PIHAK KEDUA harus menye~ehkan kepada P!HAK PERTAMA 
semua a~ip gambar, pertlitungan dan kete~engan· lainnya yang berhubungan 
dengan Perjanjian ini. 
Jika sisa Harga Borongan yang belum dibayarkan kepada PIHAK KEDUA lebih 
besar daripada blaya penyelesaian pekerj;lJn maka selisihnya hal\ls dlbayarkan 
llleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Jika biaya penyelesaian Pekerjaan 
lebih besar dari pada slsa Harga Bor011gan yang belum dibayarkan kepada 
P!HAK KEDUA maka PIHAK KEDUA harus membayarkan selisihnya kepada PIHAK 
PERTAMA. 
l4 .5 PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini seca~e sepihak denr_,an 
memberitahukan seca~e tertulis hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA, dengan 
didahului perlngatan tertulis sebanyak dua (2) kall bertul\lt·turut dengan 
tenggang-waktu em pat bel as ( 14) hari dalam hal: 
(a) P!HAK PERTAMA tidak melaksanak.an pembaya~en kepada P!HAK KEDUA 
sesuai dengan ketentuan Pasal 9. 4 Perjanjian lni, a tau 
(b) PIHAK PERTAMA menghambat penerbitan Berita Aa!IC manapun yang 
seharusnya telah diterbitkan sesuai dengail ketentuan Perjanjian ini, atau 
(c) Pelaksanaan selul\lh atau sebagian besar Pekerjaan terhenti selama tiga 
puluh (30) hari berturut-tul\lt k.arena : 
i. Keadaan Memaksa, atau 
ii. Perintah penghentian/penundaan pelaksanaan Pekerjaan yang diberikan 
oleh PIHAK PERTAMA/Konsultan Pengawas buk.an i<...;rena kesalahan 
PIHAK KEDUA, atau 
iii. Kelalafan atau kelambatan PIHAK PERTAMNKonsultan Pengawas dalam 
memberikan instl\lksi, gambar, informasi, persetujuan yang diperluk.an 
oleh PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Pekel"jaan, atau 
iv. Kelalaian atau kelambatari pihak/kontraktor lain (bila ada) yang 
dipekerjakan oleh P!HAK PERTAMA dalam melaksanak.an pekerjaann . 
... ~.,.,. .. "' •L~~'. OaA 
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1-: 5 Apab1la ter)adi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.5 
Pasal•ni, maka 
(3) P!HAK KEOUA, dengan mencegah terjadinya l<ecelakaan terhadap manl•sia 
sena kerusakan terhadap harta benda dan Pel<erjaan, berhak untuk 
memindahkan bangunan sementara, peralatan, per'.cakas dan bahan/barang 
miliknya ke luar lokasi Pekerjaan. 
(b) PIHAK PERTAMA harus membayarkan kepada PIHAK KEOUA : 
i. Seluruh n1lai Pekerjaan yang telah dilaksanakan hingga saat berakhimya 
Per]anjian ini; 
•i. Nllai bahan/barang yang telah didatangkan dan belum dipasang serta 
ditin<;galkan di lokasi Pekerjaan; 
iii. Biaya bahan atau barang yang telah dipesan dan telah atau harus 
dibayar oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan bahwa setelah 
pembayaran PIHAK PERTAMA bahan/barang tersebut menjadi milik PIHAK 
PERTAMA; 
iv. Biaya pemindahan ke luar lokasi Pekerjaan (termasuk biaya pencegahan 
kecelakaan dan kerusakan tersebut pada butir (a) ayat ini); 
~ ·, 
v. Segala biaya atau kerugian PIHAK KEDUA yang diakibatl<an oleh 
pengakh_iran Perjanjian ini. 
PASAL 15 
PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN 
15.1 Apabila pelaksanaan pekerjaan di lapangan beri<aitan dengan. pelaksanaan 
pekerjaan pemborongan lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK 
KEOUA dengan petunjuk Konsultan Pengawas wajib bekerja sama sebaik-baiknya 
agar tidak te1adi kelambatan pekerjaan. 
15.2 Apabila PIHAK KEOUA gagal dalam menjalankan perintah/instruksi, PIHAK 
PERTAMA berwenang untuk mempekeljakan dan membayar PIHAK KETIGA 
untuk melaksanakan perintah/instruksi tersebut di alas atas beban PIHAK KEOUA 
dengan biaya yang dltentukan oleh PIHAK PERTAMA melalui usu1an Konsultan 
Pengawas dimana biaya tersebut akan dipotongkan dari pembayaran-
pembayaran yang seharusnya menjadi hak PIHAK KEOUA. 
PASAL 16 
• MATERIAL, ALAT-ALAT DAN TENAGA 
16. 1 Semua material dan alat-alat kerja yang diperlukan sehubungan aengan 
pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Perjanjian inl harus 
disediakan oleh dan menjadl tanggung jawab PIHAK KEOUA. 
16.2 PIHAK KEOUA wajib menyediakan tenaga kerja yang C<!!<ap, terampil dan 
berpengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan peke•jaan sebagaimaro 
tersebut pada pasal 1 Perjanjlan ini, dan untuk itu 
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1. P!HAK KEDUA wajib mencegah setiap bahaya yang mungkin timbul atas diri 
para pekel')a dalam melaksanakan peke~aan dan apabila terjadi kecelakaan 
kcrja PIHAK KEOUA segera memberikan pertolongan pertama kepada korban 
can segala biaya yanc; dipedukan untuk hal ini menjadi beban dan tanggung 
)awab P!HAK KEDUA sepenuhnya. 
2. P!HAK KEDUA waJib menyediakan obat-obatan yang a.;kup untuk 
pertolongan pertama pada kecelakaan di kantor lapanc;an . 
3. Segala sesuatu yang terjadi atas pckerja-pekerja P!HAK KEOUA menjadi 
tan~~ung jawab P!HAK KEOUA sepenuhnya. 
PASAL 17 
PEKERJAAN TAMBAH l<URANG 
17.1 Yang dimaksud dengan Pekerjaan Tambah ialah pekerjaan yang dlperintahkan 
oleh P!HAK.PERTAMA/Konsultan Pengawas untuk dilaksanakan, yang sebelumnya 
tidak tercantum balk da!am Gambar-gambar maupun dalam Rencana Kerja dan 
Syarat·syarat yang terdapat dalam dokumen Perjanjian lni, tennasuk perubahan 
terhadap gambar atau syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan perubahan/ 
tambahan mutu atau kuantltas pekerjaan. 
17.2 Yang dimaksud dengan Pekerjaan Kurang ialah pekerjaan yang diperlntahkan ol~h 
P!HAK PERTAMA/Konsultan Pengawas untuk tidak dilaksanakan, yang sebelumr>y? 
telah tercantum dalam Gambar ataupun Rencana Kerja dan Syarat·syarat yang 
terdapat dalam dokumen Perjanj ian ini, termasuk perubahan terhadap gambar 
atau syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan perubahan/pengurangan 
mutu atau kuantitas pekerjaan. 
17.3 Pemitungan biaya penambahan/pengurangan pekerjaan dan pembayaran biaya 
penambahan pekerjaan akan dilakukan atas dasar : 
' \J.1tuk pekerjaan yang tercantum dalam perincian penawaran, harga sa tuan 
11engikuti harga satuan dalam perincian harga penawaran. 
4. Untuk pekerjaan-pekerjaan yan J tidak tercantum dalam perlncian penawaran, 
harga satuan akan dicantumkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. 
3. Pembayaran biaya pekerjaan ttmbah dilakukan setelah Addendum pekerjaan 
tambah{kurang ditanda tangani . 
17.4 Penambahan a tau penguran;)an pekerjaan akan dituangkan dalam Addendum 
yang merupakan bagian yang tidal< teroisahkan dari Perjanjian ini dan harus 
sucah dlsahkan .sebelum nilai prestas1 phisik sama dengan nilai Harga Borongan. 
PASAL 18 
SUB KONTRAKTOR 
18.1 Pada dasarnya P!HAK KEDUA wajib bekerja sama dengan Sub Kontraktor 
(Pengusaha Gc.longan Ekonomi Lema~' setempat) sesuai dengan bidang 
keahliannya. 
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18.2 P1hak KEDUA bertanggung jawab penuh atas pekerjaan ydng diserahkan kepada 
Subkontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara PIH/.K 
KEDUA dengan Subkontraktor. 
PASAL 19 
ASURANSI TENAGA KERJA 
P!HAI< KEDUA harus menjamin keselamatan dan keamanan para peketja yaitu dengan 
memenuhl kewajiban mengikuti program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan 
ketentui.ln ,>emenntah yang berfaku. 
PASAL 20 
PC:NYESL: AlAN HARGA 
Ad?l'ya kenaikan harga bahan, upah, alat selama masa pelaksanaan Pekerjaan dlatur 
5 :suai peraturan yang berlaku pada Kepre·; No. 80 tahun 2003. 
PASAL 21 
PAJAK DAN BIAYA LAIN 
Semua pajak dan blaya lain yang tlmbui sebagai akibat adanya perjanjian Pemborongan 
ini, sepertl bea masuk, bea meterai, memperlbanyak/copy menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. 
PASAL 22 
P E R S E LI S I oi A N 
L Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dalam melaksanakan peryanJaan 
pemborongan ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin akan menyelesaikan 
secara musyawarah. 
2. Oalam hal tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak 
sepakat untuk menye.rahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Badan 
Arb•tras1 Nasional Indonesia (BANI), di mana keputusan BANI merupakan keputusan 
final dan mengikat kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat tidak akan 
melakukan upaya·upaya hukum lainnya. 
PASAL24 
LAIN-LAIN 
~al·hal yang belum a tau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian 
atas dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam 
Perjan)ian tambahan/Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian 1ni. 
t t 
DEMlK!AN PERJANJIAN IN! dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal, bulan 
nan tahun ter~ebut Dada awal Perjanjian ini d:Jiam rangkap sepuluh ( 10), dua (2) dl 
.ult.Jo.Jny.J b<!rlll<!terao cukup dan ml!mpunyai l..ekuatiln hukum yang sama bagl masil'g-
r~asong pohak. 
P!HAK KEOUA 
PT PP (PERSERO) 
lr,Wiiton Molumbot(S 
Kepala Cabang VI NIP. 060040403 
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LAMPIRANII 
PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN 
(ADDENDUM KONTRAK) 
J>ERUGAHAN SU RAT J>ERJANJIAN PEMBORONGAN 
(ADDENDUM KONTRAK) 
Nomor : ADD.87/WPJ.ll/BG.0102/PROYEK/2004 
Tanggal : 23 Nopember 2004 
Pada hari lni Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Nopember tahun dua ribu empat, yang 
bertanda tangan di bawah lni : 
1. Nama : Djoko Sutrisno, SH, MM 
Jabatan : Pemimpin Proyek Prasarana Fisik Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur · 
Alamat : Jl. Dinoyo No.lll Surabaya. · · 
Berdasarkan Surat Keputusan No KEP.36/WPJ.ll/2093 tanggal 29 Desember 2003, tela~ ditunjuk sebagal Pemimpin Proyek Prasarana Fisik Oirektorat Jenderal Pajak 
Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia 
yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 
2. Nama 
Jabatan 
Nama Badan Usaha 
Alamat Badan Usaha 
Jr. Wilton Molumbot 
: Kepala Cabang VI 
: PT. PP (Persero) 
: Jl. TB Simatupang 57 , Pasar Rebo Jakarta. 
Berdasarkan Akte Notaris lmas Fatlmah, SH, Notaris di Jakarta No. 19 tanggal 
29 September 1999, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PP (Persero), 
yang selanjutnya dalam hal inl dise.but sebagai PIHAK KEDUA. 
Dengan ini kedua beiah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemborongan 
Pekerjaan Pemt:angunan Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
l<1wa Baglan Timur I {Tahap I) berdasarkan : 
1. Surat Penawaran PT. PP (Persero) Nomor : 072/Cab.VI/2004 tanggal 29 Juni 2004 
tentang Penawaran Pengadaan Pada Proyek Prasarana Fisik Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Timur . 
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No S.70/WPJ.ll/BG.0102/ 
PROYEK/2004 tanggall9 Juli 2004. 
3. Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor BA-86/WPJ.ll/BG.Ol02/PROYEK/04, 
tanggai 22 Nopember 2004. 
Dengan ketentuan sebagai berikut 
.. 
PASAL 1 
TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN 
Semula berbunyi: 
PIHAK PERTAMA dengan ini memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bag ian Timur I (Tahap 1) Jl. Jagir 
Wonokromo - Surabaya, yang dibagi sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Struktur 
2. Pekerjaan Arsitektur 
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal 
Berubah menjadi: 
PIHAK PERTAMA dengan lnl memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 
menerim\1 tugas dart PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan 
Gedung Kantor Wllayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa 6agian Timur l (Tahap l) Jl. Jagir 
Wpnokromo - Surabaya, yang dibagl sebagai berikut : 
I 
1. Pekerjaan Struktur 
2. Pekerjaa n Arsitektur 
3. Pekerjaan Mekanikal & Elektrika l 
4. Perubahan baglan pekerjaan sebagalmana Berita Acara Perubahan 
Pekerjaan terlamplr. 
PASAL 2 














Jumlah harga borongan sebaga1mana yang dimaksud dalam pasal 1 Perjanjian 
Pemborongan ini adalah sebesar Rp. 25.199.410.000,- (Dua puluh lima 
milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu 
rupiah). 
Harga Borongan tersebut sudah termasuk didalamnya PPN 10% dan pajak-pajak 
yang berlaku, berdasarkan system Kontrak Lump sum. 
Berubah menjadi: 
Jumlah harga borongan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Perjanj ian 
Pemborongan ini adalah sebesar : 
Kontrak lama : Rp. 25.199.410.000,-
Biaya tam bah : Rp. 110.630.000,-
Jumlah : Rp. 25.310.040.000,-
{Dua puluh lima mi/yar tlga ratus sepuluh juta em pat puluh rlbu rupiah) 
Harga Borongan terscbut sudah termasuk didalamnya PPN 10% dan pajak-pajak 





JAMINAN UANG MUKA 
PASAL 9 
CARA PEMBAYARAN 




9.3 Semula berbunyi: 
Pembayaran terakhir sebesar 5% (lima prosen) dari Harga Borongan atau Rp. 
1.259.970.500,- (Satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus 
tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah 
pekerjaan selesal 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan !, dan 
PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima 
prosen) dari Harga Oorongan atau Rp. 1.259.970.500,- (Satu milyar dua ratus 
lima puluh sembllan juta sembilan ratus tuj uh puluh ribu lima ratus rupiah) 
berupa Jaminan dari Bank Pemerintah atau dari Perusahaan Asuransi yang 
mempunyai program Surety Bond. 
Berubah menjadi : 
Pembay<~ran terakh1r sebesar 5% {lima prosen) dari Harga Borongan se'>esar 
Rp. 1.265.502.000,- {Sat u milyar dua ratus enam puluh lima juta lima 
ratus dua ribu rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan 
selesai 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan I, dan PIHAK 
KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima prosen) 
dari Harga Borongan berupa Jaminan dari Bank Pemerintah atau dari 
Perusahaan Asuransi yang mempunyai pr.ogram Surety Bond. 
9.4 Tetap 
PASAL 10 















PELAKSANAAN PEKERJAAN LAPANGAN 
TETAP 
PASAL 16 
MATERIAL, ALAT-ALAT DAN TENAGA 
ITTAP 
PASAL 17 




















Demikian perjanjian ini dlbuat dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal, bulan dan 
tahun tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap sepuluh (10), dua (2) dl 
a~taranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagl masing· 
masing plhak. 
P!HAK KEDUA 
PT. PP (PERSERO) 
. ""(>IJNAN ~"' 
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• • '~a G . 
Ir.'\llllton Mo!ymbot 
Kepala Cabang VI 
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